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ABSTRAK

INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA

Oleh

BOBY SATRIAWAN

Pembangunan inklusif menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia termasuk
Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang juga merupakan
keinginan dan target setiap negara, yaitu meningkatnya pembangunan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Garis besar dari konsep
pembangunan inklusif juga menekankan kemerataan dan keadilan dalam berbagai
aspek yang menunjang perekonomian setiap wilayah. Penelitian akan
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan inklusif 10 provinsi
di pulau sumatera. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data runtut waktu (time series) pada periode 2019 — 2023 dan data silang (cross
section) dengan Data sekunder. Metode yang digunakan menggunakan Ordinary
Least Square (OLS) data panel dengan fix effect model.

Hasil regresi menunjukkan bahwa investasi (INV), belanja bantuan sosial (BBS),
dan belanja pendidikan (DAKP) memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan inklusif (IPEI) di 10 Provinsi Pulau Sumatera, untuk setiap
kenaikan sebesar 1 miliar rupiah masing-masing variabel akan meningkatkan
pembangunan inklusif sebesar 5,23%, 0,56%, dan 0,14%, sementara belanja
kesehatan (DAKK) tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Berdasarkan temuan
ini, disarankan agar pemerintah daerah mendorong peningkatan investasi melalui
insentif fiskal dan penguatan infrastruktur, mengarahkan bantuan sosial ke
program produktif berbasis data terpadu, memperluas akses serta kualitas
pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja lokal, dan tetap memprioritaskan
pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil guna mendukung inklusi jangka
panjang.

Kata Kunci : Pembangunan Inklusif, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Bantuan
Sosial, Pendidikan, Kesehatan



ABSTRACT

GOVERNMENT INVESTMENT AND EXPENDITURE ON INCLUSIVE
ECONOMIC DEVELOPMENT IN SUMATERA ISLAND

By

BOBY SATRIAWAN

Inclusive development has become a shared goal among countries worldwide, including
Indonesia. Sustainable and long-term development is also a universal aspiration, aiming
to enhance inclusive and sustainable economic growth, generate productive and
comprehensive employment opportunities, and ensure decent work for all. The core
concept of inclusive development emphasizes equity and fairness across various sectors
that support the economic progress of each region. This study analyzes the factors
influencing inclusive development in 10 provinces on the island of Sumatra. The
research utilizes secondary data in the form of panel data, combining time series from
2019 to 2023 and cross-sectional data. The method employed is the Ordinary Least
Squares (OLS) panel data regression with a fixed effects model.

The regression results show that investment (INV), social assistance spending (BBS),
and education spending (DAKP) have a positive and significant effect on inclusive
growth (IPEI) in 10 Provinces of Sumatra Island, for every I billion rupiah increase
each variable will increase inclusive development by 5.23%, 0.56%, and 0.14%, while
health spending (DAKK) does not show a significant effect. Based on these findings, it is
recommended that local governments encourage increased investment through fiscal
incentives and infrastructure strengthening, direct social assistance to productive
programs based on integrated data, expand access and quality of vocational education
according to local labor market needs, and continue to prioritize equal distribution of
health services in remote areas to support long-term inclusion.

Keywords: Inclusive Development, Investment, Government Expenditure, Social

Assistance, Education, Healt
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi inklusif menjadi tujuan ke-8 dalam Sustainable Development
Goals (SDGs) yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan
yang layak untuk semua. Point kedelapan juga menjelaskan Mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan
produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Decent Work and Economic
Growth). Oleh sebab itu, banyak penelitian dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor
yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif agar tujuan ke-8 SDGs

dapat tercapai pada tahun 2030.

Pergeseran paradigma pemerintah Indonesia terlihat dari Peraturan Presiden (Perpres)
Republik Indonesia No0.59 Tahun 2017 tentang Sustainable Development Goals
(SDGs). Poin kedelapan dalam SDGs menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi
yang bersifat inklusif dan berkelanjutan yang disertai terciptanya lapangan kerja yang
layak bagi semua (UNDP, 2017). Capaian ini diukur dalam Indeks Pembangunan
Ekonomi Inklusif (IPEI). Sejalan dengan itu, McKinley (2010) mengidentifikasi
bahwa pembangunan inklusif menciptakan dan memperluas peluang ekonomi serta
memastikan akses peluang yang lebih luas sehingga tingkat kemiskinan dan
ketimpangan menurun. Pada dasarnya terdapat tiga aspek utama yang diperhatikan
pada pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan

partisipasi kerja. Sementara itu, Anand et al. (2013) menyatakan dalam kajiannya



bahwa ada dua dimensi pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan

berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

Menurut Prasetyantoko, dkk (2012), pembangunan ekonomi inklusif adalah
Pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-
perbedaannya. Hal ini senada dengan pendapat Ali dan Son (2007) yang menyatakan
bahwa pembangunan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan
peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua
lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Pertumbuhan didefinisikan sebagai
inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial, yang tergantung pada dua faktor
yaitu: (i) peluang rata-rata yang tersedia bagi masyarakat, dan (ii) bagaimana peluang
dibagi kepada masyarakat. Ini berfokus pada penciptaan peluang ekonomi dan
membuatnya dapat diakses oleh semua orang di masyarakat di semua tingkatan, tidak
hanya bagi orang miskin. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi inklusif adalah
pertumbuhan yang menekankan bahwa peluang ekonomi yang diciptakan oleh
pertumbuhan ekonomi tersedia secara bebas untuk semua, terutama masyarakat

miskin (Tambunan, 2015).

Pembangunan ekonomi inklusif memiliki sejumlah elemen, yang meliputi
pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas lapangan
kerja, pembangunan pertanian, pembangunan industri, pembangunan sektor sosial,
pengurangan kesenjangan regional, perlindungan lingkungan, dan pemerataan
pendapatan. Di antara elemen-elemen ini, pengurangan kemiskinan, penciptaan
lapangan kerja dan pemerataan pendapatan telah mendapat perhatian paling besar
dalam studi empiris, secara eksplisit atau implisit, pertumbuhan ekonomi inklusif.
(Alesina and Rodrik, 1994; Barro, 2000). Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan
semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar
belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang 2012), Penjelasn ini juga
di kuatkan dengan kerangka bagan sebagai berikut:
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Gambar 1. Konsep Pembangunan inklusif

Pada gambar 1 menjelaskan tentang konsep pembangunan inklusif. Dalam
pertumbuhan yang inklusif, upaya mengurangi kemiskinan merupakan tujuan utama.
Untuk mencapai tujuan ini, pertumbuhan yang inklusif tergantung dari tiga
komponen penting: keberhasilan memaksimumkan kesempatan atau peluang
ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat; ketersediaan jaringan pengaman sosial bagi
seluruh lapisan masyarakat; dan keberhasilan menjamin keadilan akses terhadap
kesempatan kerja. Ketiga komponen dasar dari pembangunan yang inklusif sangat
tergantung pada aspek institusi dan tata kelola. Menurut Hausmann, Rodrik, dan
Velasco (2005). Kerangka teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan suatu negara
ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu akumulasi modal sosial, adanya kegagalan

pasar maupun pemerintah, dan tingginya biaya investasi.

Konsep Pembangunan inklusif juga dijelaskan oleh kerangkan badan perencanaan
pembangunan nasional (BAPPENAS), bapennas yang membagi menjadi 3 Pilar

utama, yaitu 1. Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi yang menjelaskan



Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah
pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan
aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat, 2
Pemerataan pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Karena pembangunan ekonomi
inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan
masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus
dihapuskan dan 3. Perluasan Akses dan Kesempatan. Perluasan akses dan kesempatan
ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di
kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan

inklusif.

Ketiga Pilar ini menjadi bahan acuan penting yang harus dianalisis seuai karakteristik
wilayah hambatan dan faktor-faktor apa saja yang dapat memperlambat ketiga pilar
pembangunan inklusif pada setiap wilayah di Indonesia. Menurut (Bappenas, 2020 ),
Pulau Sumatera dalam pertumbuhan dan pembangunan inklusif memiliki proyeksi
yang baik dengan produktivitas perekonomian yang terus meningkat, tetapi sisi
berbeda melihat dari komponen-komponen makro ekonomi tingkat ketimpangan,
kemiskinan, pengangguran dan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi inklusif
dapat dikatakan sebagai pendekatan baru dalam teori- teori pertumbuhan (Khan, A.,
Khan, G., Safdar, S., Munir, S., & Andleeb, Z, 2016). Hal tersebut sesuai dengan
definisi UNDP bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang
meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan tersebut
dinikmati oleh semua pihak. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi memang
dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan. Namun demikian, agar pertumbuhan
tersebut bersifat berkelanjutan dalam jangka panjang, harus terdapat pemerataan di

seluruh sektor.

Perspektif jangka panjang tersebut menekankan pada pertumbuhan yang
berkelanjutan, dimana inklusivitas mengacu pada kesetaraan peluang dalam hal akses
ke pasar, sumber daya, dan lingkungan peraturan yang tidak memihak individu

(Dixit, R., & Ghosh, M, 2013). Pulau Sumatera dalam masalah pembangunan inklusif



masih masuk kepada kategori stagnan tidak naik maupun turun. konsep pertumbuhan
ekonomi inklusif menjadi krusial karena menitikberatkan pada partisipasi seluruh
lapisan masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan. Indonesia telah
mengintegrasikan agenda ini dalam RPJMN 2020-2024, dengan fokus pada

pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan secara merata.

Namun demikian, pencapaian pertumbuhan inklusif antar wilayah masih
menunjukkan disparitas. Pulau Sumatra, meskipun memiliki potensi sumber daya
alam yang melimpah, masih menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan
distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dan keterbatasan akses
terhadap pelayanan dasar. (Kuncoro, 2020), mengungkapkan bahwa tingkat
inklusivitas ekonomi di Sumatra lebih rendah dibandingkan wilayah Jawa, yang
antara lain disebabkan oleh dominasi sektor primer, rendahnya tingkat industrialisasi,
dan belum optimalnya kontribusi sektor UMKM. (Bappenas, 2021) dan temuan
(Arisman dan Priyarsono, 2018) mempertegas bahwa beberapa provinsi di Sumatra,
seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, masih memiliki Indeks Pertumbuhan
Inklusif di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara potensi ekonomi Sumatra dengan pencapaian inklusivitas
pertumbuhannya. Perkembangan pertumbuhan Ekonomi inklusif di 10 Provinsi di

pulau Sumatera disajikan sebagai berikut :

=IPCl

Gambar 2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 10 Provinsi di Pulau Sumatera
Tahun 2019-2023



Gambar 2, menjelaskan bagaimana perkembangan pembangunan inklusif di 10
Provinsi pulau Sumatera indeks pembangunan inklusif menurut BAPPENAS
dikategorikan sebagai berikut; Skala 1-3 kurang memuaskan, Skala 4-7 memuaskan
dan Skala 8-10 sangat memuaskan. Keseluruhan IPEI 10 provinsi di Sumatera masuk
dalam kategori memuaskan. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) di
berbagai provinsi wilayah Sumatera, yang dinilai berdasarkan skala 1-10.
Berdasarkan klasifikasi skala yang diberikan (1-3 = kurang memuaskan, 4-7 =
memuaskan, 810 = sangat memuaskan), seluruh provinsi berada dalam kategori
"memuaskan", yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi
relatif inklusif namun belum mencapai taraf yang sangat optimal. Kepulauan Riau
menempati posisi tertinggi dengan skor IPEI sebesar 6,44, mencerminkan kinerja
pembangunan yang lebih merata dan aksesibilitas yang relatif baik terhadap hasil
pertumbuhan ekonomi. Hal ini konsisten dengan perannya sebagai pusat industri dan
perdagangan di kawasan barat Indonesia, meskipun seperti ditunjukkan grafik
sebelumnya, provinsi ini juga memiliki TPT tertinggi, yang mengindikasikan adanya

tantangan dalam distribusi kesempatan kerja.

Sumatera Utara (5,37) dan Kepulauan Bangka Belitung (5,26) menyusul dengan skor
IPEI cukup tinggi, menunjukkan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi
dan upaya inklusivitas. Kedua provinsi ini kemungkinan telah memiliki strategi
pembangunan daerah yang lebih merata, baik dari sisi infrastruktur maupun
penyediaan layanan publik. Provinsi seperti Sumatera Barat (4,95), Bengkulu (4,93),
Lampung (4,90), dan Sumatera Selatan (4,85) memiliki nilai IPEI yang relatif stabil
di kisaran menengah, menunjukkan bahwa walaupun ekonomi tumbuh, dampak
pemerataan dan keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam
hal akses terhadap lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, Riau
dan Jambi masing-masing berada pada skor 4,74, berada di ambang bawah kategori
memuaskan. Hal ini dapat mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi
hasil pertumbuhan, meskipun daerah-daerah tersebut kaya akan sumber daya alam.

Terakhir, Aceh memiliki nilai terendah sebesar 4,18, menandakan bahwa meskipun



pertumbuhan ada, inklusivitasnya masih lemah. Ini sejalan dengan tingginya tingkat
pengangguran di Aceh seperti pada grafik sebelumnya. Secara keseluruhan,
menunjukkan bahwa belum ada satu pun provinsi di Sumatera yang mencapai
kategori "sangat memuaskan" dalam hal pembangunan inklusif. Oleh karena itu,
tantangan utama di kawasan ini adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan agar
lebih merata, dengan memperkuat kapasitas lokal, pemerataan akses ekonomi, dan

pengembangan sektor-sektor yang padat karya.

Birdsall (2007) berpendapat bahwa pembangunan inklusif (inclusive growth),
merupakan pertumbuhan yang kondusif untuk meningkatkan ukuran dan kemampuan
ekonomi kelasmenengah. Menurut Asian Development Bank (2011), ada beberapa
alasan mengapa pertumbuhan harus inklusif yaitu: (i) pertimbangan kesetaraan dan
keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan
masyarakat dan daerah. (ii) Pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat
membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan
masuk dalam aktivitas kriminal, perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga
kerja anak tidak diharapkan. Pertumbuhan ekonomi inklusif telah menjadi salah satu
isu yang banyak diperbincangkan oleh akademisi dan praktisi ekonomi pembangunan
dalam beberapa tahun terakhir. World Bank mendefinisikan pembangunan inklusif
sebagai pertumbuhan yang merata dan dapat menciptakan kesetaraan kesempatan
bagi semua orang melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar, konsumsi, serta
produksi bagi masyarakat miskin sehingga kondisi hidup lebih baik dapat tercapai
(Klasen, 2017). Pertumbuhan ekonomi inklusif mendorong setiap individu untuk
mengakses pendidikan, kesehatan, dan komponen lainnya yang menunjang standar

hidup yang lebih baik, (Kristyanto & Kaluge, 2018).

Struktur perekonomian dan komposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi telah
diyakini sebagai faktor penting untuk mencapai pembangunan inklusif, dengan
pernyataan umum bahwa pertumbuhan yang lebih kuat pada struktur tertentu akan
mempercepat penurunan kemiskinan. (Anis Rahmawati, 2021). pertumbuhan

ekonomi menjadi syarat utama supaya tercipta penurunan kemiskinan, Dengan



adanya peningkatan ekonomi yang memang belum cukup untuk menyelesaikan
masalah kemiskinan, namun itu pun menjadi suatu yang sangat diperlukan. Pada
kenyataan tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian yang cukup
tinggi tidak begitu berarti bagi menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat bila tidak
di ikuti dengan adanya pemerataan pendapatan oleh sebab itu dibutuhkan peran

pemerintah untuk memacu keadilan dan inklusifitas dalam pertumbuhan.

Investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pembangunan
ekonomi yang inklusif, karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
produktivitas, dan memperkuat kapasitas ekonomi suatu negara secara menyeluruh.
Investasi menunjukkan keterkaitan positif terhadap pencapaian pembangunan
ekonomi yang inklusif. Temuan dari berbagai penelitian memberikan indikasi awal
bahwa investasi memiliki potensi memberikan dampak positif terhadap pembangunan
ekonomi yang inklusif. Secara teoritis, hubungan antara investasi dan pembangunan
inklusif dapat dijelaskan melalui kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam kerangka model dinamis Keynesian, produk domestik bruto (PDB) atau output
suatu negara merupakan hasil dari akumulasi empat komponen utama, yaitu
konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net
ekspor (X—M), (Mokhov et al., 2023). Berdasarkan model ini, peningkatan nilai
investasi akan mendorong peningkatan output secara agregat, yang secara umum
disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Hubungan ini juga diperkuat oleh berbagai
bukti empiris. Salah satunya disampaikan oleh (Febiyansah, 2017), yang
menyimpulkan bahwa investasi asing langsung (FDI) memiliki kontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah gambaran perkembangan pma dan

pmdn 10 Provinsi di pulau Sumatera:
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Gambar 3. Rata-rata investasi PMA dan PMDN 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun
2019-2023.
Berdasarkan data perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) di 10 provinsi di Pulau Sumatera, terlihat adanya
variasi yang signifikan antarwilayah dalam hal nilai investasi. Provinsi Bengkulu
mencatat nilai investasi tertinggi sebesar Rp35,44 triliun, angka yang sangat
menonjol dibandingkan provinsi lainnya dan kemungkinan disebabkan oleh proyek
strategis berskala besar, terutama di sektor energi atau pertambangan. Di posisi
selanjutnya, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan masing-masing mencatat investasi
sebesar Rp21,04 triliun dan Rp20,88 triliun. Kedua provinsi ini dikenal memiliki
basis industri dan infrastruktur yang relatif matang serta akses logistik yang baik,
menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi regional di bagian utara dan selatan

Pulau Sumatera.

Kepulauan Riau mencatat investasi sebesar Rp9,82 triliun, yang didorong oleh
letaknya yang strategis dekat Singapura serta kawasan industri Batam dan Bintan.
Meskipun demikian, angka ini masih di bawah tiga besar dan bisa mengindikasikan
adanya perlambatan pertumbuhan. Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam
mencatat investasi sebesar Rp7,75 triliun, namun potensi ini tampaknya belum
sepenuhnya tergarap akibat hambatan seperti konflik lahan dan keterbatasan

infrastruktur. Sementara itu, provinsi Lampung, Aceh, dan Jambi masing-masing
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mencatat investasi antara Rp6,4 hingga Rp7 triliun. Lampung memiliki keunggulan
geografis dekat dengan Jawa dan basis agroindustri yang kuat, sedangkan Aceh mulai
menunjukkan pertumbuhan pasca-konflik melalui pengembangan kawasan ekonomi
khusus. Jambi memiliki potensi di sektor perkebunan, namun fluktuasi harga

komoditas memengaruhi stabilitas investasinya.

Dibagian bawah, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat mencatat nilai
investasi yang relatif rendah, yaitu masing-masing Rp4,62 triliun dan Rp3,59 triliun.
Bangka Belitung masih bergantung pada sektor tambang timah tanpa hilirisasi yang
memadai, sedangkan Sumatera Barat menghadapi tantangan topografi dan akses
logistik yang kurang mendukung, meskipun memiliki potensi besar di sektor
pariwisata dan pertanian. Secara keseluruhan, ketimpangan investasi antarprovinsi di
Sumatera cukup jelas, dengan konsentrasi di wilayah yang memiliki akses
infrastruktur memadai dan lingkungan bisnis yang kondusif. Hal ini menunjukkan
perlunya penguatan konektivitas antarprovinsi, pemberian insentif fiskal bagi wilayah
dengan investasi rendah, serta diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi
ketergantungan pada komoditas mentah. Untuk mendukung kebijakan yang lebih
tepat sasaran, penelitian lanjutan disarankan mencakup analisis hubungan antara
desentralisasi fiskal, kemudahan berusaha regional, dan dampak pembangunan

infrastruktur terhadap pola investasi di Pulau Sumatera.

Penelitian oleh (Hidayat et al, 2020) mengungkapkan bahwa baik investasi domestik
maupun investasi asing berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi
yang bersifat inklusif. Dalam konteks serupa, (Bello et al, 2022) menegaskan bahwa
investasi asing langsung (FDI) memainkan peran penting dalam mendorong
terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Lebih lanjut, ia mengemukakan
bahwa pengaruh tersebut menjadi semakin signifikan apabila didukung oleh difusi
teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, (Kang dan Vazquez, 2021)
menyimpulkan bahwa FDI dapat menjadi pendorong pembangunan inklusif, terutama
di negara-negara yang memiliki sektor industri yang kuat serta infrastruktur yang

telah berkembang dengan baik.
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Penguatan kembali hubungan antar wilayah menjadi penting dalam hal mencapai
pertumbuhan yang inklusif agar hasil dari ekonomi dapat dirasakan oleh semua pihak,
harus adanya peran pemerintah dari sisi fiscal melalui pengeluaran-pengeluaran
pemerintah. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah akan lebih tanggap
terhadap kebutuhan masyarakat karena cakupannya yang lebih sempit maka hal
tersebut cenderung lebih efektif dan efisien kapasitas fiskal daerah dan elastisitas
fiskal dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, (Murad,
2019). Terpadu dari pembangunan nasional melalui pengeluaran pemerintah yang
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat secara
merata, dan meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada
masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi

daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal, (Dyah Hapsari et al., 2018).

Salah satu aspek penting dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja sosial
adalah perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Belanja
sosial seperti subsidi pendidikan, kesehatan, bantuan tunai bersyarat, dan program
perlindungan sosial lainnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
dan rentan, sekaligus memperkuat daya beli dan produktivitas mereka dalam jangka
panjang. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan memperkecil
kesenjangan ekonomi, belanja sosial dapat menciptakan pemerataan hasil
pembangunan dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi.
Hal ini diperkuat oleh temuan (Ali dan Son, 2007) yang dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa pengeluaran sosial pemerintah memiliki korelasi positif
terhadap pembangunan inklusif di negara berkembang, karena mampu menurunkan
ketimpangan sekaligus mengurangi kemiskinan secara bersamaan. (Chadha V,
Chadda 1, 2020), belanja untuk jaminan sosial dan kesejahteraan berkontribusi
signifikan terhadap pembangunan inklusif, sedangkan belanja untuk kesejahteraan
kelas terpinggirkan dan pembangunan pedesaan berhubungan negatif dengan
pembangunan inklusif. Berikut adalah gambaran belanja sosial pada 10 Provinsi di

Pulau Sumatra:
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Gambar 4. Rata-rata Belanja sosial 10 Provinsi diFPulau Sumatera Tahun 2019-2023
(Milliar)

Data belanja bantuan sosial dari pemerintah di wilayah Sumatera menunjukkan
disparitas yang cukup besar antar provinsi. Aceh menempati posisi tertinggi dengan
alokasi sebesar Rp248,636 miliar, jauh melampaui provinsi lainnya. Angka ini
mencerminkan perhatian khusus pemerintah terhadap Aceh, kemungkinan besar
karena status kekhususan daerah serta tingginya tingkat pengangguran dan
kemiskinan di wilayah tersebut. Setelah Aceh, Riau (Rp31,198 miliar) dan Sumatera
Utara (Rp29,392 miliar) menjadi dua provinsi dengan belanja bantuan sosial terbesar
berikutnya, mencerminkan kebutuhan sosial yang masih cukup tinggi meskipun
wilayah ini tergolong lebih maju secara ekonomi dibandingkan provinsi lainnya.
Provinsi seperti Sumatera Barat (Rp13,111 miliar) dan Jambi (Rp9,554 miliar) berada
di tingkat menengah, yang mungkin menunjukkan tantangan sosial yang moderat atau
efisiensi dalam program distribusi bantuan. Sementara itu, Lampung (Rp8,020 miliar)
dan Kepulauan Riau (Rp4,696 miliar) memiliki tingkat belanja yang lebih rendah
meskipun memiliki populasi yang cukup besar, yang bisa menandakan adanya

keterbatasan anggaran daerah atau fokus kebijakan yang berbeda.

Provinsi yang menonjol adalah Bengkulu, yang hanya mencatat belanja sosial sebesar
Rp0,705 miliar, dan Kepulauan Bangka Belitung (Rp3,476 miliar) serta Sumatera
Selatan (Rp4,666 miliar) yang berada pada angka rendah. Ini berpotensi

menunjukkan kurangnya alokasi dana untuk kesejahteraan sosial atau minimnya data
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penerima bantuan yang teridentifikasi secara administratif. Rendahnya belanja sosial
ini bisa berdampak terhadap ketimpangan dan kurangnya perlindungan sosial bagi
masyarakat rentan. Secara keseluruhan, perbedaan signifikan dalam belanja bantuan
sosial antar provinsi ini mencerminkan ketidaksamaan prioritas fiskal dan mungkin
pula kapasitas fiskal daerah, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas upaya
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial di wilayah
Sumatera. Optimalisasi dan harmonisasi kebijakan antar wilayah diperlukan agar
distribusi bantuan sosial benar-benar mendukung pengurangan ketimpangan antar

daerah.

Belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di 33 provinsi di
Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio belanja daerah untuk fungsi
perlindungan sosial terhadap belanja total memiliki pengaruh signifikan terhadap
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Hal ini mengindikasikan bahwa
meskipun belanja bantuan sosial penting untuk mengurangi kemiskinan,
efektivitasnya dalam mendorong pembangunan inklusif mungkin terbatas jika tidak
diiringi dengan penguatan sektor produktif dan investasi jangka panjang, (Primawan,
M, 2020). (Farhan, M. H, 2023). Dalam tesisnya, Farhan menganalisis pengaruh
belanja modal, belanja sosial, dan akses keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi
inklusif di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa belanja sosial, termasuk
bantuan sosial, memiliki peran penting dalam meningkatkan kelangsungan ekonomi
masyarakat miskin dan rentan. Dengan memberikan bantuan langsung, belanja sosial
membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong partisipasi yang lebih

luas dalam aktivitas ekonomi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih

inklusif.

Belanja pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan
sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya menjadi bagian
dari kebahagiaan dan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat kemampuan individu
dan meningkatkan kualitas populasi sebagai faktor produksi yang vital. Investasi

dalam pendidikan mendorong pembangunan manusia yang lebih baik melalui
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pemberian layanan seperti pendidikan formal, kesehatan, budaya, dan olahraga
kepada masyarakat lokal (Sijabat, 2022). Di sisi lain, kesehatan juga merupakan
kebutuhan fundamental dalam pembangunan manusia. Upaya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat melalui pengurangan angka kematian, kesakitan, dan perbaikan
status gizi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena
itu, pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan harus menjadi perhatian serius
para pemangku kepentingan di seluruh tingkat pemerintahan (Anggraeni et al., 2023).
Berikut adalah gambaran belanja pendidikan dan kesehatan pada 10 Provinsi di Pulau
Sumatra:
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Gambar 5. Rata-rata Belanja pendidikan dan kesehatan 10 Provinsi di Pulau Sumatera
Tahun 2019-2023 (Rp)
Belanja pendidikan dan kesehatan di provinsi-provinsi wilayah Sumatera
menunjukkan variasi yang mencerminkan prioritas pembangunan masing-masing
daerah. Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran secara proporsional antara
pendidikan sebesar Rp1,03 triliun dan kesehatan sebesar Rp1,41 triliun. Sumatera
Utara mencatat belanja tertinggi di kedua sektor, yakni Rp3,77 triliun untuk
kesehatan dan Rp3,09 triliun untuk pendidikan, menandakan perhatian besar terhadap
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Sumatera Barat, anggaran untuk kesehatan
(Rp1,63 triliun) lebih besar dibanding pendidikan (Rpl,17 triliun), menunjukkan
kecenderungan memperkuat sektor kesehatan. Riau juga menunjukkan distribusi yang

relatif seimbang dengan Rpl,63 triliun untuk kesehatan dan Rpl1,38 triliun untuk
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pendidikan. Jambi, meskipun memiliki angka lebih rendah (Rp802 miliar untuk
kesehatan dan Rp733 miliar untuk pendidikan), tetap menjaga keseimbangan

antarsektor.

Sementara itu, Sumatera Selatan menempatkan kedua sektor sebagai prioritas dengan
anggaran Rpl1,84 triliun untuk kesehatan dan Rpl,64 triliun untuk pendidikan.
Bengkulu dan Lampung juga memperlihatkan belanja yang berimbang, masing-
masing Rp553 miliar dan Rp454 miliar untuk Bengkulu, serta Rp1,82 triliun dan
Rpl1,58 triliun untuk Lampung. Provinsi kepulauan seperti Bangka Belitung dan
Kepulauan Riau menunjukkan angka lebih rendah namun tetap seimbang: Bangka
Belitung Rp362 miliar (kesehatan) dan Rp331 miliar (pendidikan); Kepulauan Riau
Rp522 miliar dan Rp481 miliar. Secara keseluruhan, distribusi belanja antara sektor
pendidikan dan kesehatan di setiap provinsi menegaskan pentingnya kedua bidang
tersebut dalam mendukung pembangunan inklusif dan pembangunan sumber daya

manusia di wilayah Sumatera.

Berbagai penelitian telah meneliti hubungan antara belanja pemerintah dan
pembangunan inklusif. Penelitian oleh (Prabowo DH, Maski G, Santoso DB,2022). di
Indonesia menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan tingkat inklusi keuangan dapat
mendorong pembangunan inklusif, sementara belanja pemerintah pada sektor
ekonomi berdampak negatif karena meningkatnya kesenjangan pembangunan, dan
tidak ada peningkatan inklusivitas yang diamati dari alokasi anggaran di sektor
kesehatan dan perlindungan sosial. (Afriliana SN, 2022), juga melakukan penelitian
di Indonesia yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan
investasi asing berpengaruh positif terhadap pembangunan inklusif, sedangkan
investasi domestik tidak berkontribusi terhadap pembangunan inklusif. (Safitri MID,
Ananda CF, Prasetyia F, 2021), menemukan bahwa pengeluaran untuk fungsi
ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan PDRB per kapita memiliki dampak positif dan
signifikan terhadap pembangunan inklusif. Namun, dalam jangka pendek,
pengeluaran fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran tidak

mempengaruhi pembangunan inklusif.
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Pembangunan inklusif menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia termasuk
Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang juga merupakan
keinginan dan target setiap negara, hal ini juga dikuatkan oleh tujuan ke 8 Sustainable
Development Goals (SDGs) yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan
yang layak untuk semua. Garis bersar dari konsep pembangunan inklusif juga
menekankan kemerataan dan keadilan dalam berbagai aspek yang menunjang
perekonomian setiap wilayah. Pada keadaan karakteristik di Pulau Sumatera dengan
10 Provinsi pertumbugan inklusif yang masuk skala rata-rata memuaskan dan nilai
yang masih cenderung rendah untuk mencapai kategori sangat memuaskan, Dalam
upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata, penting untuk
menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi inklusif di Indonesia. Beberapa indikator strategis yang patut menjadi
perhatian adalah tingkat investasi, belanja bantuan sosial, serta belanja pemerintah
dalam pendidikan dan kesehatan. investasi mencerminkan sejauh mana masyarakat
mampu mengakses peluang kerja, sedangkan belanja bantuan sosial menunjukkan
peran negara dalam melindungi kelompok rentan. Di sisi lain, investasi pada sektor
pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya
manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara
keempat variabel tersebut dengan pembangunan inklusif menjadi penting sebagai
dasar perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, terutama dalam menekan

ketimpangan dan memperluas akses masyarakat terhadap manfaat pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap pembangunan ekonomi Inklusif
di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?
2. Bagaimanakah pengaruh belanja bantuan sosial terbuka terhadap

pembangunan ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?
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Bagaimanakah pengaruh belanja pendidikan terhadap pembangunan ekonomi
Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?
Bagaimanakah pengaruh belanja kesehatan terhadap pembangunan ekonomi

Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

l.

Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap pembangunan ekonomi
Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

Untuk menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial terhadap pembangunan
ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

Untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan terhadap pembangunan
ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

Untuk menganalisis pengaruh belanja kesehatan terhadap pembangunan

ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitaian ini sebagai berikut.

1.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan negara dalam
membantu mengentaskan mengembangkan kemajuan pembangunan ekonomi
Inklusif serta faktor-faktor apa saja yang perlu di intervensi melalui kebijakan
di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi
pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan perekonomian yang

lebih inklusif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Konsep pembangunan inklusif berkembang sebagai respons terhadap ketidakpuasan
terhadap model pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya berfokus pada
peningkatan indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa
mempertimbangkan distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut. Meskipun banyak
negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, manfaat dari pertumbuhan
ini sering kali tidak terdistribusi secara merata, sehingga memperbesar ketimpangan
ekonomi dan memarginalkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.
Indikator ekonomi seperti PDB dan PDB per kapita selama ini digunakan secara luas
untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun, indikator ini memiliki
keterbatasan yang signifikan, khususnya dalam menggambarkan kualitas dan
inklusivitas  pertumbuhan. Salah satu kelemahan utama PDB adalah
ketidakmampuannya untuk mencerminkan distribusi pendapatan di antara penduduk.
PDB hanya menghitung total nilai barang dan jasa yang diproduksi, tanpa
memberikan gambaran mengenai siapa yang menerima manfaat dari pertumbuhan
tersebut. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali disertai

dengan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom menekankan bahwa
pembangunan ekonomi seharusnya diukur berdasarkan perluasan kapabilitas individu
untuk hidup secara bermakna, bukan semata-mata berdasarkan pertumbuhan

pendapatan. Bersama Joseph Stiglitz dan Jean-Paul Fitoussi, Sen (2009) juga
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mengkritik keterbatasan PDB dalam mengukur kualitas hidup, distribusi pendapatan,
dan keberlanjutan dalam The Measurement of Economic Performance and Social
Progress. Dalam The Price of Inequality (2012), Stiglitz memperingatkan bahwa

ketimpangan yang meningkat dapat mengancam stabilitas sosial dan demokrasi.

Thomas Piketty (2014) dalam Capital in the Twenty-First Century memperkuat
argumen ini dengan menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tidak disertai
dengan distribusi yang adil, maka ketimpangan akan semakin dalam. Demikian pula,
Dani Rodrik (2011) dalam The Globalization Paradox menekankan pentingnya
kebijakan ekonomi yang inklusif agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh
semua kalangan. Tony Atkinson (2015) dan Branko Milanovic (2016) juga
menyuarakan kritik serupa terhadap PDB sebagai indikator yang tidak mencerminkan
pemerataan hasil pembangunan, serta mendesak perlunya reformasi kebijakan

distribusi.

Pertumbuhan merupakan syarat penting bagi terciptanya pertumbuhan inklusif.
Klasen (ADB, 2010) menyatakan bahwa penting untuk menentukan episode ekonomi
seperti apa yang memiliki karakteristik sebagai pertumbuhan yang inklusif. Ada dua
kemungkinan untuk hal tersebut, yang pertama melihat melalui proses. Pertumbuhan
ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan yang meluas antar sektor atau intensif
terhadap tenaga kerja. Dengan begitu pembangunan inklusif dapat dikatakan sebagai
pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan
mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Fokus kedua yaitu pada hasil dari
proses pertumbuhan. Dalam hal ini, konsep pembangunan inklusif berkaitan erat
dengan konsep pertumbuhan yang pro poor. Pembangunan inklusif di Asia telah
muncul sejak pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan  penurunan kemiskinan
dan peningkatan kesenjangan (Klasen, 2010). Pertumbuhan dengan kesenjangan
yang terns berlangsung  dalam  sebuah negara dapat  menyebabkan
kegaduhan sosial dan politik serta mendorong terjadinya tindak kriminal
dari kelompok masyarakat yang merasa haknya (untuk hidup layak) tercabut
(ADB, 2011). Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidaklah cukup
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untuk memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari
pertumbuhan  ekonomi tersebut. Konsep inklusifitas kemudian muncul sebagai
kebijakan utama untuk terns didorong dan memasukkan kebutuhan masyarakat

miskin dan masyarakat yang rentan menjadi miskin

Terdapat berbagai indikator mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif
yang telah dirumuskan dan didefiniskan oleh beberapa organisasi internasional.
Masing-masing  institusi tersebut merumuskan perbagai indikator yang
berbeda-beda. = Bank Dunia (2008), misalnya, sangat menekankan pada
kebijakan industri  padat tenaga kerja  dibandingkan pada distribusi
pendapatan. Membangun iklim kondusif yang mendorong pertumbuhan
penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan produktifitas diasumsikan dapat
menciptkan  lapangan  pekerjaan baru dan pendapatan bagi tenaga kerja
sebagai aset yang penting  bagi masyarakat miskin. Di sisi  lain,
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) mendorong
pertumbuhan proe poor yang dapat memberikan dampak non-pendapatan
(kesehatan, pendidikan, dan sebagainya) demi kesejahteraan ~ masyarakat
miskin.  United Nation Development Program (UNDP) dalam Suryanarayana
(2008) memberikan definisi mengenai pembangunan inklusif berdasarkan sisi
produksi dan pendapatan Gross Domestic Product (GDP), yaitu proses dan basil
pertumbuhan dimana semua pihak dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat
yang sama dari pertumbuhan tersebut. Dengan demikian pertumbuhan inklusif

akan merepresentasikan pemerataan.

Definisi lain disajikan oleh ADB melalui Strategi 2020- nya yang mengidentifikasi
pertumbuhan inklusif ke dalam dua fokus strategi yaitu sustainable income
growth (pertumbuhan  pendapatan yang berkelanjutan) dan  kesempatan yang
terbuka bagi semua pihak (Klasen, 2010). Rusastra (2011) dalam analisisnya
mengemukakan  paradigma pembangunan inklusif pada dasarnya adalah : (1)
pembangunan  pro kelompok miskin; (2) laju pertumbuhan ekonomi; dan (3)

mencegah  kerusakan lingkungan. Terdapat keterkaitan kuat antar  ketiganya.
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Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi akan mendorong  perbaikan distribusi
pendapatan,  yang memiliki ketergantungan pada  efisiensi dan  konservasi
penggunaan sumber daya. Konsekuensinya, pilihan prioritas sektoral adalah
pembangunan pertanian berkelanjutan dengan tetap memprioritaskan pertumbuhan

sektor ekonomi lainnya.
2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif

World Bank (2018) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai
pertumbuhan yang menurunkan kemiskinan serta menjamin keamanan ekonomi
untuk semua lapisan masyarakat. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan
untuk mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, pendekatan World Bank terkait
pembangunan inklusif menekankan pada pemerataan. Sejalan dengan itu,
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan
pembangunan inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan peluang bagi
seluruh penduduk dan mendistribusikan dividen peningkatan kemakmuran secara
adil pada seluruh lapisan masyarakat, baik dalam hal moneter maupun non moneter.
Menurut Singh (2017) pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan
ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan antara sektor pertanian dan
nonpertanian. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya fokus
pada tingginya angka pertumbuhan melainkan juga kesetaraan yang diukur dari
penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat. Studi literatur yang dilakukan oleh
Sitorus dan Arsani (2018) mengenai konsep pertumbuhan ekonomi inklusif

memberikan beberapa interpretasi sebagai berikut :

1. Menurut Prasetyantoko et al. (2012), pembangunan ekonomi inklusif
merupakan pembangunan untuk semua orang, tanpa melihat latar belakang
dan perbedaan- perbedaannya

2. Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa pembangunan inklusif merupakan
pertumbuhan yang bukan hanya menciptakan peluang ekonomi baru,

melainkan juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan
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masyarakat, khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah
ke bawah

3. Strategi Asian Development Bank (2020) mendefinisikan pertumbuhan
ekonomi sebagai kesetaraan kesempatan. Definisi pertumbuhan ekonomi
inklusif tersebut mengacu pada konsep pertumbuhan ekonomi yang
dikembangkan oleh Ali dan Zuang (2007) dan Zuang (2010) dimana terdapat
tiga dimensi kebijakan dan good governance and institution menuju
pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan semua lapisan masyarakat

memperoleh manfaat dari pertumbuhan.
2.1.2 Pengukuran Pembangunan Ekonomi Inklusif

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi
inklusif. Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa terdapat tiga kunci pengukuran
dalam mencapai hasil pembangunan inklusif yaitu menciptakan kesempatan kerja
dan mendorong produktivitas yang lebih tinggi, mengembangkan kemampuan SDM
melalui investasi pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, dan
menyediakan jaminan sosial dan intervensi untuk membantu masyarakat yang rentan
dan/atau kekurangan McKinley (2010) mengukur pembangunan inklusif dengan
membentuk sebuah indeks yaitu indeks komposit pembangunan inklusif. Terdapat
empat dimensi penyusun indeks komposit pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu
dimensi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja produktif, dan infrastruktur;
dimensi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kesetaraan gender; dimensi

kapabilitas; dan dimensi perlindungan sosial

Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi pengembangan konsep dan definisi
operasional pembangunan ekonomi inklusif. Konsep dan definisi operasional
pembangunan ekonomi inklusif menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan
pembangunan ekonomi inklusif yang terukur dalam bentuk Indeks Pembangunan
Ekonomi Inklusif (IPEI). IPEI merupakan alat untuk dan memantau sejauh mana

tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi,
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maupun kabupaten/kota. IPEI mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia
melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan
kesempatan Kementerian PPN/Bappenas mendefinisikan IPEI sebagai pembangunan
ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan
masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi
kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Indeks ini terdiri dari tiga pilar dan 8 sub
pilar serta 21 indikator. Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terdiri dari
3 sub-pilar yang memuat 9 indikator. Kemudian, Pilar 2 pemerataan pendapatan dan
pengurangan kemiskinan terdiri dari 2 sub-pilar (5 indikator). Di dalam pilar 3
perluasan akses dan kesempatan terdiri dari 3 sub-pilar yang memuat 7 indikator.

Pembangunan Inklusif memiliki beberapa pilar dan indikator sebagai berikut:

Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi: Mengukur kapasitas ekonomi
suatu wilayah dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meluas.
Terdiri dari sub-pilar berikut:

e Sub-Pilar 1.1 — Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan PDB (atau PDRB) per
kapita/tahunan sebagai ukuran utama kapasitas ekonomi meningkat.

e Sub-Pilar 1.2 — Kesempatan Kerja: Indikator seperti tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan serapan
tenaga kerja.

e Sub-Pilar 1.3 — Infrastruktur Ekonomi: Ketersediaan dan kualitas fasilitas
ekonomi: jalan, listrik, telekomunikasi, dan akses logistik.

Pilar 2: Pemerataan Pendapatan & Pengurangan Kemiskinan
Menilai sejauh mana hasil pertumbuhan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh
lapisan masyarakat

e Sub-Pilar 2.1 Ketimpangan : Indikator gini ratio Mengukur kesenjangan
distribusi pendapatan. Semakin kecil nilai Gini, semakin inklusif
distribusinya.

e Sub-Pilar 2.2 Kemiskinan: Persentase Penduduk Miskin Mengukur proporsi

masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
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Pilar 3: Perluasan Akses & Kesempatan: Menilai akses masyarakat ke layanan dasar
dan kesempatan ekonomi yang inklusif
e Sub-Pilar 3.1 — Kapabilitas Manusia: Akses terhadap pendidikan, kesehatan,
serta indikator seperti harapan lama sekolah, angka melek huruf, dan status
gizi.
e Sub-Pilar 3.2 — Infrastruktur Dasar: Ketersediaan layanan dasar: sanitasi, air
bersih, listrik di rumah tangga, transportasi, dan perumahan layak.
e Sub-Pilar 3.3 — Keuangan Inklusif: Akses masyarakat ke layanan keuangan
formal: jumlah rekening bank, inklusi asuransi, pinjaman mikro/UMKM.
Han & Thorat (2013) menyatakan bahwa pembangunan inklusif adalah elastisitas
pertumbuhan kemiskinan yang pada setiap titik waktu, pengurangan kemiskinan
adalah tujuan keseluruhan dari setiap kebijakan. Anand dkk. (2013) berpendapat
bahwa inklusivitas pertumbuhan tergantung pada dua faktor, pertumbuhan

pendapatan dan distribusi pendapatan.:
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Sumber: Diadaptasi dari Paramasivan et al. (2014)

Gambar 6 : Model teoritis pendorong pembangunan inklusif

Sebuah studi yang dilakukan oleh Paramasivan et al. (2014) mengidentifikasi delapan
pendorong (a) pertumbuhan ekonomi, (b) lapangan kerja produktif, (c) pengurangan

kemiskinan, (d) pengurangan ketimpangan, (e) pembangunan manusia, (f) kesetaraan
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gender, (g) infrastruktur sosial-ekonomi dasar , dan (h) tata kelola pembangunan

inklusif mengikuti interaksi.

Menurut Sihombing, (2022), IPEI dirancang untuk memberikan gambaran
menyeluruh mengenai efektivitas pembangunan ekonomi dalam mencapai
inklusivitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah Safitri, 2024) menganggap IPEI
sebagai alat ukur yang krusial, yang tidak hanya mengevaluasi hasil ekonomi namun
juga menilai seberapa jauh pembangunan tersebut dapat diakses oleh semua segmen
masyarakat. Pendekatan ini dipertegas oleh (Maryam dan Irwan, 2022), yang
mengaitkan peningkatan nilai IPEI dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi,
dimana masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap manfaat dari
pertumbuhan ekonomi. IPEI memfokuskan pada tiga dimensi utama yang dianggap
sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif:

1. Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dianggap sebagai syarat mutlak untuk pembangunan inklusif. Todaro dan Smith
(2015) menekankan bahwa tanpa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sulit
untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan secara
signifikan. Penelitian oleh (Ravallion, 2024), Bourguignon (2003), serta Dollar
dan Kraay (2002) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat
berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan pemerataan pendapatan.

2. Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan: Pemerataan Pendapatan
dan Pengurangan Kemiskinan: Fokus pada pemerataan pendapatan dan
pengurangan kemiskinan merupakan inti dari pendekatan pertumbuhan ekonomi
inklusif. Dollar dan Kraay (2002) dalam penelitian mereka menemukan bahwa
pertumbuhan ekonomi secara umum menguntungkan orang miskin dan kontribusi
terhadap pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada peningkatan
pendapatan kelompok miskin. Lebih lanjut, strategi pro-poor growth yang
dianalisis oleh Ravallion (2004) menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus

pada pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan kelompok miskin dapat secara
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signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Pendekatan shared growth juga
penting di mana pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi
pendapatan yang lebih adil untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat
merasakan manfaatnya, sebagaimana ditunjukkan oleh studi Bourguignon (2003),
yang menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang memperhatikan redistribusi
pendapatan.

3. Perluasan Akses dan Kesempatan: Konsep broad-based growth memainkan peran
penting dalam pembangunan inklusif dengan menekankan pada pentingnya
menyediakan akses yang merata ke sumber daya ekonomi. Todaro dan Smith
(2015) dalam karya mereka menekankan bahwa akses terhadap pendidikan dan
layanan kesehatan yang berkualitas adalah kunci untuk memastikan bahwa semua
lapisan masyarakat dapat berkontribusi dan mendapat manfaat dari pertumbuhan
ekonomi. Mereka berargumen bahwa tanpa perluasan akses ini, pertumbuhan
ekonomi cenderung tidak merata dan hanya dinikmati oleh segmen tertentu dari
masyarakat. Penelitian oleh (Barro, 1991) juga mendukung pandangan ini,
menunjukkan bahwa peningkatan dalam akses pendidikan dan kesehatan
berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, perluasan akses dan kesempatan ini
tidak hanya memperkuat dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,
tetapi juga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara
keseluruhan, yang vital bagi pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan nilai IPEI, oleh karenanya, menjadi indikator yang menunjukkan bahwa

kebijakan pembangunan yang diterapkan berhasil dalam menciptakan akses yang

lebih luas dan kesempatan yang lebih merata, menghasilkan kesejahteraan yang lebih
besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa IPEI tidak hanya
sebagai alat wukur, tetapi juga sebagai panduan dalam merancang dan
mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai pembangunan

ekonomi yang inklusif di Indonesia.
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2.2 Investasi/Penanaman Modal

Investasi/penanaman modal Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan
suatu penambahan modal. Penambahan modal ini berupa investasi dan tabungan. Di
satu sisi tabungan domestik rendah sedangkan, di sisi lain kebutuhan dana untuk
membiayai investasi besar (meningkat terus setiap tahun mengikuti pertumbuhan
penduduk dan kebutuhan pasar). Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara
tabungan dan investasi: S-I < 0 (S < I). Ini berarti negara tersebut mengalami
investment-saving gap atau [-S gap positif (atau S-1 gap negatif). Di Indonesia seperti
banyak di negara berkembang lainya selisih ini ditutup dengan arus modal asing,
mulai dari hibah, pinjaman resmi (antarpemerintah disebut dengan G to G loans),
hingga investasi, baik yang sifatnya jangka panjang (PMA) atau jangka pendek
(portofolio investment). Dapat dikatakan bahwa secara hipotesis ada suatu korelasi
positif antara I-S gap dan ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dana dari
luar negeri (Tambunan, 2001). Defisit karena adanya I-S gap yang telah berlangsung
secara persistent tersebut harus dapat dibiayai dari capital inflows agar tidak
mengganggu cadangan devisa yaitu dengan investasi. Investasi/penanaman modal
merupakan pengeluaran untuk membeli barang — barang modal dan peralatan-
peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan terutama menambah barang-barang
modal perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di

masa depan (Sukirno, 2000).

Investasi merupakan penambahan barang modal secara netto positif,
(Mangkusoebroto, 1998). Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi
dua macam yaitu: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal
Asing (PMA). PMDN, menurut undang-undang No.6 tahun 1968 PMDN adalah
pengunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang
dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di
Indonesia. PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang
mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (direct investment)

maupun investasi yang tidak langsung/portofolio, (Suyatno, 2003). Investasi asing di
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Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu: Penanaman Modal Asing/FDI dan

investasi portofolio.

Menurut Undang-Undang No.l11 tahun 1970 PMA merupakan penanaman modal
asing yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang digunakan untuk
menjalankan proyek di Indonesia, dalam hal ini pemilik modal secara langsung
menanggung resiko atas penanaman modal tersebut. PMA merupakan investasi yang
melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksana,
sehingga dinamika usaha yang menyangkut dinamika perusahaan yang ditetapkan,
tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan/investor
asing (Purnomo&Ambarsari, 2005). Menurut (Krugman, 1991) PMA adalah arus
modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau
memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi
pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap

perusahaan di luar negeri.

Terdapat 3 (tiga) kondisi yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan melakukan PMA,
yaitu: (1) perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan dibandingkan
perusahaan lain; (2) harus lebih menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri
keunggulan tersebut daripada menjual atau meyewakan ke perusahaan lain; dan (3)
harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam
kombinasi dengan paling tidak beberapa input yang berlokasi di luar negeri (Sarwedi,
2002). Investasi tidak langsung (portofolio) merupakan investasi keuangan yang
dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan
mendapatkan manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio
yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh
orang/perusahaan asing tanpa kontrol manajemen di perusahaan investasi (Purnomo&
Ambarsari, 2005). Capital inflows untuk menutup adanya I-S gap dapat berupa PMA
baik FDI, portfolio, ataupun pinjaman luar negeri (baik oleh pemerintah maupun
swasta). Pembiayaan defisit transaksi berjalan melalui PMA yang FDI dipandang

sebagai langkah yang paling aman dalam membiayai pembangunan, karena dana
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tersebut biasanya digunakan untuk kepemilikan dan kontrol atas pembangunan
pabrik, peralatan, dan prasarana. Dengan demikian PMA tersebut meningkatkan
kapasitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sementara capital inflows dalam
bentuk pinjaman memungkinkan untuk digunakan membeli barang-barang konsumsi,
bukan untuk barang investasi. Disamping itu, capital inflows melalui PMA yang FDI
bersifat tidak lancar (tidak mudah ditarik dananya oleh investor), sehingga investor
tidak dapat menarik dananya dengan segera. Hal ini berbeda dengan capital inflows

dalam bentuk portofolio yang dapat ditarik secara mendadak dan dalam jumlah besar.

2.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah
telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran
pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993). Hubungan antara
pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam
Keynesian Cross (Mankiw, 2003). Berikut adalah gambaran kurva pengeluaran

pemerintah secara makro:
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Gambar 7. Kurva Pengeluaran pemerintah
Sumber: (Mangkoesoebroto, 1997)
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Pada gambar 7, dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada
kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output.
Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari
titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y). Bailey (1995) dalam
(Mangkoesoebroto, 1997) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran
pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat
menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah,
sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-
komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan
pengeluaran  pemerintah  dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu
(Mangkoesoebroto, 1993): 1. Model pembangunan tentang perkembangan
pengeluaran pemerintah. 2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas

pemerintah. 3. Teori Peacock & Wiseman.

Pengeluaran pemerintah  sering juga disebut pengeluaran publik, karena
merupakan pengeluaran  untuk membiayai program pemerintah dalam
menjalankan pelayanan publik. Peraturan Pemerintah RI nomor 96 tahun 2012
tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, memberikan
definisi pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam peraturan
pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan tiga
jenis pelayanan publik kepada masyarakat yaitu pelayanan barang  publik,
pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Dalam menjalankan aktivitas
pembangunan nasional dan pelayanan publik, pemerintah membutuhkan dana yang
sangat besar. Pengeluaran pemerintah merupakan kombinasi produk yang dihasilkan
untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pengadaan dan
pemeliharaan barang publik, biaya pelaksanaan jasa publik, dan pelayanan

administratif. Setiap aktivitas pemerintah yang tercermin dari pengeluaran pemerintah
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sebaiknya memiliki dampak positif dalam pembangunan daerah dan negara,

pembangunan perekonomian, dan pembangunan manusia.

Pengeluaran Pemerintah Rudy Badrudin menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi
pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal,
dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain
yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang
dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan
prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang
ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti
peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil
pembangunan. Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah
pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari
pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau
pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan
pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri
dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas,
angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah,
pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran
tak terduga. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk
membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju
kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan tersebut diprogramkan

dalam Daftar Isian Proyek (DIP).

Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap
sektor dan sub sektor. Pengeluaran pembangunan tersebut dialokasikan ke berbagai
sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijakan pembangunan (Pakasi, 2005).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah
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telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran
pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993; 169). Hubungan antara
pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam
Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263). Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai
perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori

mikro.

Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan
pengeluaran pemerintah, Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai perkembangan
pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model
makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran
pemerintah,sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular
komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan
pengeluaran  pemerintah  dikelompokkan  menjadi tiga golongan, yaitu
(Mangkoesoebroto, 1993), Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran
pemerintah:
a. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
Hukum Wagner menyatakan bahwa jika gaji per kapita meningkat, pengeluaran
pemerintah relatif akan meningkat. Ekspansi belanja pemerintah akan mendorong
kekecewaan pasar dan eksternalitas. Hukum weagner memiliki kelemahan
dimana hukumnya tidak berlandaskan dengan suatu kajian tentang pemilihan
barang-barang public. Wagner menyatukan perspektifnya sehubungan dengan
dugaan hipotesis dimana negara yang menganggap otoritas publik sebagai orang
yang bebas untuk bertindak, diluar dari warga negara lainnya.
b. Teori Peacock & Wiseman.
Peacock dan Wiseman mengajukan asumsi lain mengenai mengklarifikasi
perbuatan formatif pengeluaran pemerintah. Otoritas publik semakin
meningkatkan pajak untuk mendukung rencana pengeluarannya. Di lain sisi,

warga negara malas membayarkan pajak, terutama jika pemabayaran pajak terus
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ditambah atau naik. Pertimbangkan untuk mengumpulkan biaya, dimana
masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Dalam keadaan ini,
memicu munculnya suatu keadaan yang disebut dengan efek pengalihan
(displacement effect), dimana keadaan yang menimbulkan ketidak tenangan
social sehingga membuat kegiatan swasta dialihkan kepada aktivitas/kegiatan

pemerintah.

2.3.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang pendidikan dan Kesehatan

Alokasi dari pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan manusia merupakan
fungsi dari tiga hal, yaitu total pengeluaran sektor publik, berapa banyak yang
dialihkan untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan  peningkatan
pembangunan manusia dan bagaimana dana tersebut dialokasikan ke dalam
sektor tersebut (Ramirez, 1998). Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan
manusia melalui penyediaan pelayanan dasar akan sangat = memengaruhi
kualitas  human capital di masa yang akan datang. Pemerintah memiliki
kewajiban untuk menjamin dan melindungi warganya dengan menyediakan
pelayanan dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Pelayanan dasar yang
mencakup di  dalamnya  pelayanan publik seperti layanan di bidang
pendidikan dan bidang kesehatan akan mempunyai pengaruh pada
pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan
merupakan pengeluaran pemerintah  yang  sangat mendasar  dalam
pembangunan  manusia. Pendidikan merupakan bagian penting dalam
pencapaian kapabilitas manusia, yang juga bersifat esensial bagi kehidupan
masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan  penting dalam rangka
meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern,
khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pendidikan juga
memainkan peranan penting dalam mengembangkan kapasitas dalam rangka
mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang berkesinambungan

(sustainable growth).
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Pendidikan merupakan investasi yang akan selalu berdampak pada waktu
yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pertumbuhan
ekonomi maupun pembangunan bangsa. Pemerintah harus menyediakan
alokasi belanja pada sektor pendidikan yang akan digunakan untuk
membangun saran dan prasarana pendidikan serta melakukan investasi dalam
membentuk modal manusia (human capital). Modal manusia merupakan
investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan,
kemampuan, dan gagasan (Todaro & Smith, 2011). Hal ini merupakan
komponen penting dalam rangka mendukung program pembangunan, terutama
pembangunan ekonomi dengan skema benefit spillover. Besarnya pengeluaran
pemerintah di sektor pendidikan akan menentukan seberapa besar pencapaian

hasil pembangunannya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan mempunyai
kaitan yang erat. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana modal kesehatan yang
semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di sektor
pendidikan (Todaro & Smith, 2011). Beberapa penelitian menujukkan bahwa
orang-orang yang lebih sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi.
Pengaruh kesehatan terhadap peningkatan penghasilan telah terbukti secara
dalam  beberapa penelitian yang dilakukan dengan menerapkan teknik
statistik. Tingginya  produktivitas para  pekerja yang  lebih sehat
memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih

baik (Todaro & Smith, 2011).

Investasi pemerintah di bidang kesehatan dapat berupa alokasi anggaran untuk
membiayai pengadaan dan pemeliharaan sarana fisik dan nonfisik untuk di bidang
kesehatan. Pemerintah membangun sarana dan prasarana publik sehingga masyarakat
mendapatkan kemudahan akses terhadap pelayanan di sektor kesehatan. Dengan
kemudahan masyarakat mendapat akses terhadap layanan  kesehatan, maka
kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan dapat dipenuhi sehingga kualitas

kehidupan masyarakat menjadi meningkat. Dengan mengoptimalkan pengeluaran
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pemerintah, dalam hal ini khususnya pengeluaran untuk kepentingan kesehatan,
maka kualitas kesehatan yang lebih baik dapat dihasilkan sehingga produktivitas
yang tinggi akan lebih mudah dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sumber daya pendidikan adalah
segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi
tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana. Menurut (Supriyadi,
2003) biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental
input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya
dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran
yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang

maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang).

Dalam hal ini pemerintah merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan
pilihan-pilihan yang lebih luas. Gambaran yang dapat diambil guna melihat
seberapa jauh peran pemerintah untuk menjadi fasilitator dari pembangunan
manusia adalah melalui kebijakasanaan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang
paling menentukan dalam suksesnya pembangunan manusia  adalah pengeluaran
pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan, sehingga dua sektor tersebut
menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan manusia yang
pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor.
Menurut (Todaro dan Smith , 2015), sumber daya manusia merupakan faktor yang
paling menentukan karakter dan kecepatan dalam proses pembangunan suatu negara,
sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa.

Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif,
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manusialah yang merupakan agen  aktif yang akan mengumpulkan modal,

mengeksploitasi sumber daya alam dan melaksanakan pembangunan nasional.

2.3.2 Pengeluaran Pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat
melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang
dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas
kebutuhan dasarnya secara layak karena mereka belum memperoleh pelayanan sosial
dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang belum menerima pelayanan
Menurut (Nasikun, 1996), kesejahteraan dapat digambarkan sebagai persamaan
makna dari konsep martabat manusia, yang dapat dilihat melalui empat indikator: (1)
rasa aman (security), (2) kesejahteraan (welfare), (3) kebebasan (freedom), dan (4)
identitas (identity).

Menurut Drewnoski (1974) dalam (Bintarto, 1989), konsep kesejahteraan terdiri dari
tiga komponen: pertama, melihat tingkat perkembangan fisik seseorang (somatic
status), yang mencakup nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; kedua,
melihat tingkat perkembangan mental seseorang (mental/educational status), yang
mencakup pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; dan ketiga, melihat integrasi sosial
dan kedudukan sosialnya. Kesejahteraan sosial secara definitif merupakan kondisi
atau keadaan sejahtera yang mencakup sejahtera fisik, mental, dan sosial, serta
perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu (Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf, 2014).
Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
kesejahteraan sosial adalah ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang
terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri
sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut (Suharto, 2006),
kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna, antara lain;

1. Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi sejahtera. Dalam

pengertian ini, istilah "kesejahteraan sosial" didefinisikan sebagai kondisi
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terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Midglye menggambarkan
kesejahteraan sosial sebagai kondisi atau keadaan kesejahteraan manusia.
Kondisi sejahtera adalah ketika kehidupan manusia aman dan bahagia karena
kebutuhan dasar mereka akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan
pendapatan dapat dipenuhi dan mereka dilindungi dari ancaman utama yang
mengancam kehidupan mereka.

2. Kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial: Pelayanan sosial biasanya
terdiri dari lima bentuk: jaminan sosial (jaminan sosial), pelayanan kesehatan,
pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal. Kesejahteraan sosial
sebagai tunjangan sosial, khususnya diberikan kepada orang miskin.

3. Kesejahteraan sosial sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh
perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan
pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan
pelayanan sosial.

Kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga, struktur kegiatan ekonomi sektoral,
potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur), dan kondisi
kelembagaan yang membentuk jaringan produksi dan pemasaran di berbagai skala
adalah beberapa faktor yang dapat membantu kita memahami realitas kesejahteraan
(Tangkilisan, H. N. S, 2003). Peningkatan kualitas hidup manusia dan pembangunan
membutuhkan kebijakan atau pedoman. Tujuan dari kebijakan sosial adalah untuk
meningkatkan  kesejahteraan masyarakat (Midgley & Livermore, 2009).
Kesejahteraan sosial adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi,
kesehatan, dan rekreasi masyarakat (Zastrow, 2010). Ada dua cara untuk melihat
kebijakan sosial pemerintah. Yang pertama mencakup program pelayanan sosial
dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan personal (Deacon,
2002). Yang kedua mencakup kebijakan kesejahteraan sosial yang berdampak pada
kualitas hidup manusia (Di Nitto, 2003). Bantuan publik, asuransi sosial, layanan
sosial, dan masalah yang memengaruhi layanan kesejahteraan sosial adalah bagian
dari upaya pemerintah ini. Jamrozik (2001) mengatakan bahwa kebijakan sosial

terdiri dari tiga tingkat: politik, administratif, dan operasional. Dalam tingkat politik,



38

perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan, dan dalam tingkat administratif,
kebijakan ditafsirkan menjadi kegiatan operasional. Di tingkat operasional,
masyarakat menerima pelayanan sosial secara langsung. (Blackmore dan Griggs,
2007) mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa meskipun kebijakan sosial
seringkali menghadapi kesulitan, tujuan mereka adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial dan memenuhi kebutuhan individu. Dalam kebijakan sosial,

penerapan nilai keadilan sosial sangat kuat.

Belanja Bantuan Sosial menjadi salah satu pos atau bagian dari Laporan Keuangan
Pemerintah yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Pengertian Belanja
Bantuan Sosial tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
228/PMK.05/2016  tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian
Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Belanja Bantuan Sosial
adalah pengeluaran Pemerintah Pusat/Daerah berupa transfer uang, barang atau jasa
yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial
dan meningkatkan kemampuan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Risiko
sosial yang dimaksud adalah peristiwa atau kejadian yang dapat memicu potensi
kesenjangan sosial yang ditanggung oleh individu, kelompok, maupun masyarakat
sebagai akibat dari krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis ekonomi, serta bencana

alam. Risiko sosial ini akan menyebabkan masyarakat tidak

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa
yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan
ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Dharmakarja, 2017). Bantuan sosial
diberikan oleh pemerintah dalam bentuk barang, jasa dan uang untuk melindungi

masyarakat tidak mampu dari potensi resiko sosial serta untuk meningkatkan taraf



39

hidup mereka. (Alamanda, 2020) Perluasan bantuan sosial yang terus bergulir sampai

saat ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan

kemiskinan (Fadhli & Nazila, 2023).

2.4 Tinjauan Empiris

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No | Judul, Peneliti dan
Tahun

Metode dan Variabel

Hasil Penelitian

1 | Analisis Dampak
Globalisasi, Kebijakan
Fiskal, Dan Modal
Manusia Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Inklusif : Studi

Kasus Dengan Data
Panel Pada 9
Kabupaten/Kota Di
Provinsi Kalimantan
Timur

Rezaneri Noer
Fitrianasari

Tahun 2021

Metode: Ordinary Least
Square (OLS), Panel Data

Variabel:

1. Indeks Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif

2. Realisasi Penanaman
Modal Asing
Realisasi Penanaman
Modal Asing

3. Persentase
Pengeluaran Fungsi
Kesehatan

4. Persentase
Pengeluaran Fungsi
Pendidikan

5. Indeks
Pembangunan
Manusia

Hasil temuan
menunjukkan bahwa
pertumbuhan

ekonomi inklusif di
Kalimantan Timur
beserta 9 kabupaten/kota
(kecuali Mahakam Hulu)
termasuk kategori
memuaskan. Varibel
penanaman modal asing
(PMA), keterbukaan
perdagangan, persentase
pengeluaran

kesehatan, persentase
pengeluaran pendidikan,
dan Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM) juga terbukti
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
Indeks Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif (IPEI)
di Provinsi

Kalimantan Timur.

2 | Analisis Dampak
Kebijakan
Makroekonomi
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Inklusif Provinsi

Di Pulau Sumatera
Tahun 2015-2020

Rezaneri Noer

Metode: Ordinary Least
Square (OLS), Panel Data

Variabel:
1. Indeks Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif
2. persentase
pengeluaran
pendidikan

3. Indeks Kemandirian

Nilai Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif (IPEI)
pada sepuluh

provinsi di Pulau
Sumatera, diperoleh
hasil bahwa terdapat
empat wilayah dengan
nilai [PEI di atas rata-
rata Pulau Sumatra, yaitu
Provinsi Sumatera Utara,
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No | Judul, Peneliti dan Metode dan Variabel Hasil Penelitian
Tahun

Fitrianasari, Khusnul Fiskal Daerah Sumatera Barat,

Chotimah .Ovilia Vebi 4. tingkat inflasi Kepulauan Riau, dan

Arnida 5. tingkat keterbukaan | Kepulauan Bangka

ekonomi Belitung. Serta, terdapat
Tahun 2022 6. Pembentukan Modal | enam wilayah dengan
Tetap Bruto kriteria nilai IPEI di

bawah rata-rata Pulau
Sumatra, yaitu Provinsi
Aceh, Riau, Jambi,
Bengkulu, Sumatera
Selatan dan Lampung.
Persentase pengeluaran
pemerintah fungsi
pendidikan, inflasi,
keterbukaan ekonomi,
dan
pembentukan modal
tetap bruto berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap
pertumbuhan ekonomi
inklusif di Pulau
Sumatra.

3 | Pengaruh Pengeluaran | Metode: Ordinary Least pengeluaran pemerintah
Pemerintah dan Square (OLS), Panel Data | bidang pendidikan
Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh yang
Terbuka (TPT) signifikan terhadap
terhadap Variabel: pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi 1. Indeks inklusif, adapun
Inklusif Indonesia Pertumbuhan kebijakan di bidang

Ekonomi Inklusif | pendidikan oleh
Silvi Dewi Purwanti, 2. Belanja pemerintah selama
Farida Rahmawati Pendidikan periode pengamatan
3. Belanja Kesehatan | seperti
Tahun 2021 4. Tingkat perbaikan sistem
Pengganguran pendidikan yang lebih
Terbuka modern, pembangunan

sarana dan prasarana
sekolah, dll, namun
pengaruh dari hasil
berbanding terbalik.
Variabel pengeluaran
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No

Judul, Peneliti dan
Tahun

Metode dan Variabel

Hasil Penelitian

pemerintah bidang
kesehehatan memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi
inklusif. Variabel tingkat
pengangguran

terbuka memiliki
pengaruh yang tidak
signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi
inklusif. Sehingga
variabel pengeluaran
pemerintah bidang
pendidikan dan bidang
kesehatan merupakan
faktor pendukung
tercapainya
pertumbuhan ekonomi
inklusif di Indonesia,
namun melalui
pengeluaran pemerintah
bidang

pendidikan belum
maksimal hasil yang
dicapai.

Inclusive Growth and
Its Determinants
Recent

Evidence from
Indonesia with
Provincial Data

Desi Listyo Rini,
Tulus Tahi
Hamonangan
Tambunan

Tahun 2021

Metode: Ordinary Least
Square (OLS), Panel Data

Variabel:
1. Indeks
Pertumbuhan

Ekonomi Inklusif
2. Komponen
Kesahatan dan

pendidikan
3. Komponen

Permodalan
4. Komponen

Teknologi

5. Komponen Akses
kepada Market

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi di
Indonesia belum
sepenuhnya inklusif.
Hanya beberapa provinsi
yang mencapai
pembangunan inklusif.
Ditemukan bahwa akses
teknologi yang diwakili
oleh persentase rumah
tangga yang memiliki
komputer dan akses
energi yang diwakili
oleh persentase rumah
tangga yang
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No | Judul, Peneliti dan Metode dan Variabel Hasil Penelitian
Tahun
6. Komponen akses | menggunakan LPG
kepada rumah sebagai bahan bakar
tangga utama untuk memasak
7. Infrastruktur berpengaruh positif
8. Akses kepada terhadap percepatan
Energi pertumbuhan ekonomi
inklusif di Indonesia.
5 | analisis dampak Metode: Panel Vector Hasil penelitian

belanja pemerintah
daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi
inklusif jawa timur

Meilissa Ike Dien
Safitri, Candra Fajri
Ananda, Ferry
Prasetyia

Tahun 2021

Correction Model
(PVECM), Panel data

Variabel:
1. Indeks
Pertumbuhan

Ekonomi Inklusif
2. Rasio realisasi
belanja pemerinta
fungsi pendidikan
dengan
jumlapenduduk
3. Rasio realisasi
belanja
pemerintafungsi
kesehatan dengan
jumlapenduduk
4. Rasio realisasi
belanja
pemerintah fungsi
ekonomi dengan
jumlah penduduk
5. Tingkat
Pengangguran
Terbuka
6. PDRB per kapita

menunjukkan jika
belanja fungsi ekonomi,
kesehatan, pendidikan,
dan PDRB per kapita
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi
inklusif pada jangka
panjang, sedangkan
tingkat

pengangguran terbuka
berpengaruh negatif.
Pada jangka pendek,
belanja fungsi kesehatan
dan pendidikan
berpengaruh

positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan
ekonomi inklusif, akan
tetapi belanja fungsi
ekonomi, PDRB per
kapita, dan

tingkat pengangguran
terbuka tidak
berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi
inklusif. Kontribusi
belanja fungsi
ekonomi, fungsi
kesehatan, fungsi
pendidikan, PDRB per
kapita, dan tingkat
pengangguran terbuka
terhadap pertumbuhan
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No

Judul, Peneliti dan
Tahun

Metode dan Variabel

Hasil Penelitian

ekonomi inklusif yaitu
sebesar 47%, sehingga
temuan kami
mengindikasikan adanya
peran dari faktor lain
dalam

meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
inklusif di Jawa Timur,
salah satunya yaitu
kualitas sumber daya
manusia atau

dikenal sebagai modal
manusia (human
capital).

The Effect of Aceh
Government Spending
Policy on Inclusive
Growth: Income per
Capita as a Mediating
Variable

M. Eka Saputra,
Teuku Zulham

*

and Srinita Srinita

Tahun 2025

Metode: Ordinary Least
Square (OLS), Panel Data

Variabel:

1. Pembangunan
inklusif (IPEI)

2. Belanja Bantuan
Sosial

3. Belanja modal

4. Belanja Hibah

5. Pendapatan
Perkapita

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
belanja modal dan
belanja bantuan sosial
berdampak positif
terhadap pembangunan
inklusif, sedangkan
belanja hibah dan
pendapatan per kapita
berpengaruh positif.
Selain itu, hasil
penelitian menunjukkan
bahwa pendapatan per
kapita memediasi
dampak belanja modal
terhadap pembangunan
inklusif tetapi tidak
memediasi dampak
belanja hibah atau
bantuan sosial terhadap
pembangunan inklusif.
Oleh karena itu, perlu
dilakukan perbaikan tata
kelola, kebijakan
penganggaran, dan
belanja daerah secara
lebih berkelanjutan dan
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No | Judul, Peneliti dan Metode dan Variabel Hasil Penelitian
Tahun
tepat sasaran untuk
mendorong
pembangunan inklusif
dan mewujudkan
kesejahteraan yang lebih
merata bagi seluruh
masyarakat di Provinsi
Aceh.
7 | Pembangunan inklusif | Metode: Ordinary Least Hasil menunjukan secara
di Provinsi Sulawesi Square (OLS), Panel Data | agregat provinsi
Selatan dan faktor- Sulawesi selatan belum
faktor yang Variabel: inklusif, dimana Faktor
mempengaruhinya 1. Indeks kesehatan dan belanja
Pertumbuhan daerah memiliki
Azwar Ekonomi Inklusif | pengaruh yang positif
Tahun 2016 2. Distribusi signifikan terhadap
Pendapatan pembangunan inklusif
3. Faktor Kesehatan | sedangkan variabel lain
4. Belanja daerah Pengangguaran
5. Pengangguaran Terbuka,Pendidikan
Terbuka Dan Jumlah penduduk
6. Pendidikan Miskin memiliki
7. Jumlah penduduk | pengaruh yang negative.
Miskin
8 | Pengaruh Modal Fisik | Metode: Ordinary Least Temuan menunjukkan
dan Sumber Daya Square (OLS), Panel Data | bahwa pada periode
Manusia terhadap 2011-2017,
Indeks Inklusif di Variabel: tingkat nilai indeks
Indonesia 1. Indeks inklusivitas di Indonesia
Pertumbuhan berada pada kategori
Reza Rizki Ramadhan, Ekonomi Inklusif | sedang. Variabel
Yaya Setiadi 2. penanaman modal | pembangunan modal
asing dan dalam fisik berupa belanja
Tahun 2019 negeri modal pemerintah
3. Pendkes adalah berpengaruh signifikan

nilai belanja
pemerintah
4. RLS adalah rata-
rata lama sekolah
5. TPAK adalah
tingkat partisipasi
angkatan kerja

secara statistik terhadap
indeks inklusivitas di
Indonesia, sedangkan
nilai investasi modal
swasta tidak
berpengaruh signifikan.
Variabel pengembangan
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No | Judul, Peneliti dan Metode dan Variabel Hasil Penelitian
Tahun
6. Keluhan sehat sumber daya manusia
adalah persentase | berupa TPAK, RLS, dan
penduduk yang keluhan kesehatan
mempunyai signifikan secara statistik
keluhan kesehatan | untuk indeks inklusivitas
sebulan terakhir. di Indonesia, sedangkan
pengeluaran pemerintah
untuk pendidikan dan
kesehatan tidak
berpengaruh signifikan
terhadap indeks
inklusivitas di Indonesia.
9 | Analysis Of Inclusive | Metode: Erorr Correction | Pertama, hasil analisis

Growth In Poverty,
Unemployment And
Income Inequality In
West

Sumatera Province:
Panel Error Correction
Model Approach

Hasdi Aimon

, Anggi Putri Kurniadi
dan Muhammad
Kanzu Satrio

Tahun 2020

Model (ECM),Panel data
Variabel:

1. Indeks
Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif,
kemiskinan,
ketimpangan
pendapatan,
pengangguran

2. Kesehatan

3. Pendidikan

4. Pengeluaran
Pemerintah

untuk jangka panjang
adalah bahwa
pembangunan inklusif
dalam kemiskinan secara
positif dan signifikan
dipengaruhi oleh
kesehatan, pendidikan,
investasi dan
pengeluaran pemerintah.
Sementara itu,
pembangunan inklusif
dalam pengangguran dan
ketimpangan pendapatan
dipengaruhi secara
negatif dan signifikan
oleh kesehatan,
pendidikan, investasi,
dan belanja pemerintah.
Kedua, hasil analisis
untuk jangka pendek
adalah investasi dan
pengeluaran pemerintah
mengganggu
keseimbangan
pembangunan inklusif
dalam kemiskinan.
Sementara itu,
pendidikan dan investasi
mengganggu
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No

Judul, Peneliti dan
Tahun

Metode dan Variabel

Hasil Penelitian

keseimbangan
pembangunan inklusif
dalam pengangguran dan
ketimpangan
pendapatan. Ketiga, ada
keseimbangan jangka
panjang pada
pembangunan inklusif
dalam kemiskinan,
pengangguran dan
ketimpangan
pendapatan.

10

Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Di Indonesia
Berdasarkan Indeks
Komposit
Pembangunan inklusif
Dan Faktor Yang
Memengaruhinya

Saputri
Kusumaningrum dan

Risni Julaeni Yuhan

Tahun 2019

Metode: Ordinary Least
Square (OLS), Panel Data

1. Pertumbuhan
ekonomi inklusif

2. Pembentukan
modal tetap bruto,

3. belanja
perlindungan
sosial

4. keterbukaan
perdagangan.

5. rasio kredit Usaha
Mikro, Kecil, dan
Menengah
(UMKM)

Hasil analisis
menujukkan bahwa
ternyata belum ada
provinsi di Indonesia
yang memiliki capaian
pembangunan inklusif
berkategori

unggul (nilai indeks: 8-
10) selama tahun 2016.
Sebagian besar provinsi
di Indonesia mencapai
pembangunan inklusif
dengan kategori
memuaskan (nilai
indeks: 4-7) dan terdapat
dua provinsi yang
memiliki kategori tidak
memuaskan (nilai
indeks: <4), yaitu
Provinsi

Papua dan Nusa
Tenggara Timur. Selain
itu, penelitian ini
menganalisis faktor-
faktor yang
memengaruhi
pembangunan inklusif
provinsi di Indonesia
menggunakan analisis
regresi linier berganda.
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No | Judul, Peneliti dan Metode dan Variabel Hasil Penelitian
Tahun

Hasil analisis regresi
menunjukkan bahwa
pembentukan modal
tetap bruto, belanja
perlindungan sosial,
keterbukaan
perdagangan, dan rasio
kredit Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
(UMKM) terhadap
PDRB memengaruhi
pembangunan inklusif.

2.5 Kerangka Pemikiran

Pergeseran paradigma pemerintah Indonesia terlihat dari Peraturan Presiden (Perpres)
Republik Indonesia No.59 Tahun 2017 tentang Sustainable Development Goals
(SDGs). Poin kedelapan dalam SDGs menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi
yang bersifat inklusif dan berkelanjutan yang disertai terciptanya lapangan kerja yang
layak bagi semua (UNDP, 2017). Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi tujuan ke-8
dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu meningkatnya pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Point kedelapan juga
menjelaskan Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan
keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk

semua (Decent Work and Economic Growth).

Pertumbuhan ekonomi biasa dan pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki perbedaan
yang signifikan dalam tujuan dan implementasinya. Pertumbuhan ekonomi biasa
biasanya hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi secara keseluruhan tanpa
memperhatikan distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial. Dalam kontras,
pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki tujuan yang lebih luas dan berfokus pada
menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas dan berkeadilan untuk semua

lapisan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan
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wilayah.Pertumbuhan ekonomi biasa dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang
tinggi, tetapi jika tidak dilakukan dengan cara yang inklusif, maka kesenjangan sosial
dan distribusi pendapatan tidak akan berubah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi
inklusif memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan output,
tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan ekonomi bagi semua orang,
termasuk mereka yang paling miskin dan terpinggirkan, (Besley, 2007). (Min Tang,
2008), (Kakwani, N. dan H. Son ,2008).

Investasi merupakan bagian output yang digunakan oleh perusahaan swasta untuk
memberikan hasil dimasa mendatang. Menurut (Sukirno, 2000), aktivitas investasi
yang dilaksanakan oleh masyarakat secara terus menerus sehingga mampu
meningkatkan aktivitas ekonomi serta kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan
nasional serta taraf kemakmuran masyarakat yang menjelaskan bahwa untuk negara-
negara berkembang, investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif
baik dalam jangka pendek maupun panjang. (Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S.
A, 2016), menyatakan Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif
pada negara berpendapatan menengah. (Anand, Mishra, dan Peiris, 2013), yang
menyatakan investasi asing mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif pada
negara emerging markets. (Ji Long dan Pasaribu, 2020), investasi terbukti memiliki
pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. investasi yang dilakukan secara
berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi mendorong
pembangunan di berbagai wilayah, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas
dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus berkontribusi pada penurunan

angka kemiskinan.

Peran kebijakan fiskal, khususnya melalui pengeluaran pemerintah di bidang sosial,
pendidikan, dan kesehatan, merupakan instrumen strategis dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Intervensi pemerintah melalui alokasi anggaran
pada sektor-sektor tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan merata di
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berbagai lapisan sosial. Belanja yang lebih tinggi pada bidang kesehatan, investasi
publik dan subsidi sosial untuk meningkatkan derajat inklusivitas. (Adedeji dkk,
2013), menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah elemen penting yang
berkontribusi terhadap IG. Pendaftaran sekolah menengah dan kesehatan yang baik
meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan distribusi pendapatan. (Ervin
Nora Susanti, Sartiyah, 2019), (Mhd. Rizki Syamsuri T, Agus Bandiyono , 2018)
belanja fungsi pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif. Pada penelitian yang
sama menunjukkan hasil bahwa fungsi Perlindungan Sosial juga memiliki pengaruh

positif terhadap tingkat kemiskinan (Yunita Sihombing et al., 2022)

Meilissa Ike Dien Safitri, (2021), menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada
fungsi kesehatan dan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif yang
diproksi dari indeks pembangunan ekonomi inklusif dalam jangka panjang dan
pendek. Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang, dan negara
menyadari pentingnya peran pendidikan dan kesehatan sebagai kekuatan penting
dalam memajukan pembangunan ekonomi. Namun, dibutuhkan waktu yang cukup
lama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. (Kolawole, 2016)
mempelajari hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pembangunan inklusif
menemukan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah untuk kesehatan
dan pendidikan, penggunaan sumber daya publik dan tingkat pertumbuhan PDB riil
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembangunan inklusif, bentuk
pengeluaran redistribusi kesehatan dan pendidikan mendorong pembangunan inklusif.
maka kajian ini melihat perkembangan beberapa variabel terhadap pembangunan
inklusif, yaitu tingkat pengangguran terbuka, belanja bantuan sosial, belanja fungsi
pendidikan dan belanja fungsi kesehatan, dan terbentuk sebuah kerangka pemikiran

sebagai berikut:



Investasi (INV)
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/
(BBS) 7/ Pembangunan
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Belanja Pendidikan \ Inklusif
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Belanja Kesehatan
(DAKK)

Gambar 8. Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

Belanja Bantuan Sosial e ~
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Sebagai jawaban sementara dari penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah

dan teori maka dapat dijelaskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Investasi (INV) berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi

inklusif di 10 Provinsi Pulau Sumatra.

2. Diduga Belanja Bantuan Sosial (BBS) berpengaruh positif terhadap

pembangunan ekonomi inklusif di 10 Provinsi Pulau Sumatra.

3. Diduga Belanja Pendidikan (DAKP) berpengaruh positif terhadap

pembangunan ekonomi inklusif di 10 Provinsi Pulau Sumatra.

4. Diduga Belanja Kesehatan (DAKK) berpengaruh positif terhadap

pembangunan ekonomi inklusif di 10 Provinsi Pulau Sumatra.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Sumber data, Variabel Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif kuantitatif melakukan analisis pada masalah
berdasarkan data-data menyajikan dan menginterprestasikannya. Data yang
digunakan adalah data skunder, data ini diperoleh secara tidak langsung dari berbagai
publikasi-publikasi, terbitan-terbitan platform resmi data dan terbitan-terbitan
berbagai buku kumpulan data. Penelitian ini menggunakan Data Panel gabungan dari
sebuah data antara runtun waktu dan observasi wilayah, dimana runtun waktu (¢time
series) yang digunakan pada penilitian ini pada periode 2019-2023, dengan
menggunakan observasi wilayah atau (cross section) 10 Provinsi di Pulau Sumatera
meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau,
Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Dalam penelitian
ini, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada setiap terbitan 10
Provinsi di Sumatera dan Badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS)

serta hasil publikasi lainnya, Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Nama Variabel, Simbol, Satuan, dan Sumber Data

NO Variabel Simbol Satuan Sumber Data
1  Pembangunan IPEI Persen  Badan Perencanaan
Ekonomi Inklusif Pembangunan Nasional
http://inklusif.bappenas.go.id/
data
2 Belanja Bantuan BS Milliar  Direktorat jendral
Sosial (RP)  perimbangan keuangan

https://djpk.kemenkeu.go.1d/
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3 Investasi INV Milliar ~ Badan Pusat Statistik 10
(RP) Provinsi, website:
https://www.bps.go.id/
4  Belanja pendidikan DAKP  Milliar  Direktorat jendral
(RP) perimbangan keuangan
https://djpk.kemenkeu.go.id/
5  Belanja kesehatan DAKK  Milliar  Direktorat jendral
(RP)  perimbangan keuangan
https://djpk.kemenkeu.go.id/

3.1.2 Definisi Oprasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat dan tempat variabel bebas adapun
batasan atau definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :
1. Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)
Indeks Pembangunan ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan
memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada
level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IPEI mengukur inklusivitas
pembangunan di Indonesia melalui aspek pembangunan ekonomi,
ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. IPEI diukur dalam
tiga kelompok. 1. Skala 1-3 kurang memuaskan 2. Skala 4-7 memuaskan 3.
Skala 8-10 sangat memuaskan. Pembangunan Inklusif dalam satuan persen di
10 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2019-2023.
2. Belanja Bantuan Sosial (BBS)

Belanja bantuan sosial menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(DJPK) merupakan jenis belanja pemerintah daerah yang diberikan dalam
bentuk uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau
masyarakat secara selektif dan tidak terus-menerus. Tujuannya adalah untuk
melindungi dari risiko sosial seperti bencana, kemiskinan, atau
ketidakmampuan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan melalui
perlindungan dan pemberdayaan. Belanja ini termasuk dalam belanja tidak
langsung dan harus dilaksanakan berdasarkan data yang valid serta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri Nomor
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77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.Belanja bantuan sosial yang
digunakan dalam satuan milliar (RP) rupiah di 10 Provinsi pulau Sumatera

tahun 2019-2023.

. Invetasi (INV)

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) merupakan dua bentuk investasi utama yang berkontribusi signifikan
terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan inklusif. PMA berasal
dari pihak asing dan membawa teknologi serta akses pasar global, sementara
PMDN dilakukan oleh pelaku domestik dengan peran penting dalam
menguatkan ekonomi lokal dan sektor UMKM. Keduanya mendorong
penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pemerataan
pembangunan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi yang digunakan dalam

satuan persen di 10 Provinsi pulau Sumatera tahun 2019-2023.

. Belanja Pendidikan (DAKP)

Belanja pendidikan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
merupakan bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk mendanai
kegiatan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat. Dana ini dialokasikan secara khusus kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan
standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Penggunaan DAK fisik dan
nonfisik dalam fungsi pendidikan harus sesuai dengan pedoman teknis yang
ditetapkan oleh kementerian terkait, serta dilaksanakan secara transparan,
akuntabel, dan tepat sasaran. Belanja fungsi pendidikan dari DAK juga
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan,
seperti peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan,
terutama di daerah yang masih tertinggal atau memiliki keterbatasan sumber
daya. Belanja Fungsi Pendidikan yang digunakan dalam satuan milliar (RP)

rupiah di 10 Provinsi pulau Sumatera tahun 2019-2023.
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Belanja Kesehatan (DAKK)

Belanja Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
merupakan bagian dari belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah
pusat kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus di bidang
kesehatan yang menjadi prioritas nasional. DAK Kesehatan terbagi menjadi
dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik digunakan untuk
membiayai pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan,
seperti puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium kesehatan, guna
meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah. Sementara itu,
DAK Nonfisik, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), digunakan
untuk mendukung operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang
kesehatan, termasuk pelayanan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan
kesehatan dasar. Belanja Fungsi kesehatan yang digunakan dalam satuan

milliar (RP) rupiah di 10 Provinsi pulau Sumatera tahun 2019-2023.

3.2 Regresi Linier Berganda dengan Panel Data

Model ekonometrika yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh Model dan

Alat Analisis Regresi Linier berganda (OLS) dengan panel data digunakan. Metode

analisis yang dilakukan menggunakan data runtut waktu (time series) dari Tahun

2019-2023 dan data Cross section yang terdiri dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, maka

digunakan model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut :

IPEL;; = Bo + B1INVj. + B,BBS;; + B3DAKP;; + B,DAKK;; + €t

IPEI = Pembangunan Ekonomi Inklusif
BBS = Belanja bantuan sosial

INV = Investasi

DAKP = Belanja Pendidikan

DAKK = Belanja Kesehatan

= Observasi 10 Provinsi (Cross section)
Periode penelitian Tahun 2019-2023 (time Series)
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Bo = Koefisien Konstanta intersep yang merupakan skalar

P12 f3. = Koefisien regresi atau slop kemiringan dari masing-masing variabel
Ba.

et = Standar error pada model matematis, (Error Term)

3.2.1 Pemilihan Model Data Panel

Pada dasarnya terdapat empat model yang digunakan dalam analisis data panel, yaitu
pooled least square, pooling independent cross sections over times, least square
dummy variable (fixed effects), dan random effects. Ketiga model tersebut dapat

dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :

Common Effect Model
(CEM)
Chow Test LM Test
Hy,: CEM Hyo: REM
H.: FEM H.: CEM
Fixed Effect Model < > Random Effect
(FEM) Model (REM)
Husman Test
Hy: FEM
H,: REM

Gambar 9. Pemilihan Model Data Panel

1. Pooled Least Square (PLS)

Pada model ini diasumsikan bahwa semua koefisien konstan untuk semua silang

tempat dan titik-titik waktu. Bentuk model umumnya adalah sebagai berikut :
Vie =a+ X+ Uy 1=1,.. Nt=1,...T,

dimana i adalah negara, persuahaan, dan lain-lain dan t adalah waktu. Asumsi dari
model di atas adalah intersep semuanya sama dan slope koefisien variabel X identik

untuk semua tempat.

a. Pooling Cross Sections over Time
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Model ini merupakan model Pooled least square dengan menambah variabel dummy.

Bentuk modelnya adalah sebagai berikut :
yit =a +Xltﬁ +DtimeUit izl,...,N tzl,...,T,

Dtime menunjukan variabel dummy waktu yang biasanya dimulai dari urutan waktu

yang kedua misalnya tahun kedua dan tahun pertama sebagai dasar (o).

2. Uji Chow /Fixed Effect
Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed
effect (FE) lebih baik daripada model regresi data panel common effect (CE) dengan
melihat residual sum squares. Pendekatan ini digunakan untuk memperbaiki LSDV
dimana unit cross section yang besar tidak akan mengurangi derajat kebebasan.
Pendekatan Fixed effect ini mengijinkan adanya intersep yang berbeda antar individu
namu intersep setiap individu tidak bervariasi sepanjang waktu. Pendekatan ini ditulis

dengan persamaan sebagai berikut:

Yie = Boi + B1X1it + B2Xait + -+ BnXnie + Mic

Dimana f,; merupakan intersep dan f3;, f, merupakan slope. Adanya perbedaan
intersep pada setiap unit cross section dilakukan dengan penambahan subscript i.
Meskipun intersep berbeda antar negara namun intersep masing-masing negara tidak
berbeda antar waktu, yang disebut time invariant. Untuk menentukan pendekatan
yang lebih baik antara Pooled Least Squared/PLS dan Fixed Effect Model (FEM)
digunakan Uji Chow dengan hipotesis sebagai berikut:

1) Hy: Pooled Least Square (PLS)

2) H, : Fixed Effect Model (FEM)
Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan
perhitungan F-statitik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung
lebih besar (>) dari F tabel maka HO ditolak yang berarti model yang paling tepat
digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya jika F hitung lebih kecil
(<) dari F tabel maka HO diterima dengan model yang digunnakan adalah Pooled
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Least Square (Widarjono, 2009) Perhitungan F Statistik didapat dari Uji Chow
dengan rumus (Baltagi, 2005):

SSE1-SSE;

Fhitung = % Fa N1, NT-N-K)

(nt—-n-k)

Dimana SSE; merupakan Sum Square Error dari model Pooled Least Squared, SSE,
merupakan Sum Square Error dari model Fixed Effect Model, n merupakan jumlah
cross section negara), nt merupakan jumlah cross section dikalikan jumlah time

series, k jumlah variabel bebas. Sedangkan F tabel didapat dari:

F-tabel = { : df(n-1, nt-n-k)}

Dimana a merupakan tingkat signifikansi yang dipakai (alfa), n merupakan jumlah
negara (cross section), nt merupakan jumlah cross section dikali jumlah time series, k

merupakan jumlah variabel bebas

3. Uji Hausman / Random Effect
Untuk menentukan metode apa yang sebaiknya dipakai antara fixed effect atau
random effect, digunakan metode yang dikembangkan oleh Hausman. Uji Hausman
ini didasarkan bahwa penggunaan variabel dummy dalam metode fixed effect dan GLS
adalah efisien sedangkan OLS tidak efisien, di lain pihak alternatithya adalah metode
OLS efisien dan metode GLS tidak efisien. Karena uji hipotesis nolnya adalah hasil
estimasi keduanya tidak berbeda sehingga Uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan
perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik chi-
square dengan df sebesar k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai
statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritisnya maka model yang tepat adalah
model fixed effect dan sebaliknya. Secara matematis, uji ini dapat ditulis sebagai

berikut:

W= (Bfe - ﬁre)l[v(ﬁfe) - V(ﬁre)]_l(ﬁfe - ﬁre)~x2(k)w
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Estimasi dari matriks kovarian sebenarnya fr, = estimator dari FEM f,., = estimator
dari REM. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik chi-square dengan
degree of freedom (df) sebesar k di mana k adalah jumlah variabel independen

perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:

1) Hy: E (t xi) = 0 ; maka Random Effect Model (REM) adalah model yang tepat

2) H;:E (txy) # 0; maka Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang tepat
Pendekatan spesifikasi Haussman mengikuti distribusi Chi-Squared. Dalam Chi-
Squaredhinng > Chi-Squaredibe dan p-value signifikan maka H, ditolak sehingga

pendekatan FEM lebih tepat digunakan
4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common
effect maka digunakan uji Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh
Breusch-Pagan. Hipotesis dari LM Test adalah:

Ho: Common effect
Ha: Random Effect

Untuk melakukannya diperlukan formulasi sebagai berikut:

2

n no a2
LM =T (LBt 1| Jumlah dari kuadrat jumlah residual

2(T-1) | T XF e?it

Yisi[Xiqeit]?
Y™ e?it  Sum Squared of Residual dari random effect

n= Jumlah individu data
t= Jumlah tahun data

Nilai LM kemudian dibandingkan dengan nilai chi-squares pada degree of freedom
(df) sebanyak jumlah variabel independen dan a = 1% dan a = 5%. Perbandingan

tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:
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1) Ho= menggunakan model PLS, jika nilai LM < nilai chi-squares
2) Hi= menggunakan REM, jika nilai LM>nilai chi-squares

3.3 Pengujian Asumsi Klasik

3.3.1 Deteksi Multikolinearitas
Adanya dua asumsi penting tentang variabel gangguan yang akan memengaruhi sifat
estimator yang BLUE. Pertana, varian dari variabel gangguan adalah tetap atau
konstan (homokedastisitas). Kedua, tidak adanya korelasi atau hubungan antara
variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi yang lain atau
sering disebut tidak ada masalah autokorelasi (Widarjono, 2013). Pendeteksian
terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance — Inflating
Factor (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF>10 maka terdapat gejala
multikolinieritas yang tinggi (Sanusi, 2014). Kecepatan dari meningkatnya varians
atau kovarians dapat dilihat dengan Variance Inflation Factor (VIF), yang

didefinisikan sebagai :

Seiring dengan R? mendekati 1, VIF mendekati tidak terhingga. Hal tersebut
menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinieritas meningkat, varian dari sebuah
estimator juga meningkat, dan pada suatu nilai batas dapat menjadi tidak terhingga
(Gujarati, 2010).

1) Hy: VIF > 10, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas

2) H,: VIF <10, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas

3.3.2 Uji Heterokedastisitas
Widarjono (2013) Suatu model yang terbebas dari heteroskedastisitas berarti variansi
dari error bersifat konstan (tetap) atau dapat dikatakan homoskedastis. Cara untuk
mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan uji White. Model dikatakan

mengandung heteroskedastisitas jika statistik white (n x R?) lebih besar dari 5 tabel.
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Cara lainnya adalah dengan menggunakan metode GLS Weight Cross- section yang
tersedia dalam estimasi output program EViews . Nilai Sum Square Resid (SSR)
Weighted dibandingkan dengan Sum Square Resid (SSR) Unweighted. Jika SSR
weighted < SSR Unweighted maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari

masalah heteroskedastisitas

3.3.3 Uji Autokorelasi
Widarjono (2013), salah satu asumsi penting dalam metode OLS berkaitan dengan
variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu
dengan variabel gangguan lain. Sedangkan autokorelasi merupakan adanya korelasi
antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam
kaitannya dengan metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antar satu variabel
gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Jadi dengan adanya autokorelasi,
estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang Best Linear Unbiased Estimator
(BLUE) hanya Linear Unbiased Estimator (LUE). Terdapat beberapa metode yang
digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi yaitu melalui metode Durbin-

Watson, Metode Breusch-Godfrey.
3.4 Uji Hipotesis t dan F statistik

3.4.1 Uji t (¢-test)
Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial Uji
ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara individual. Digunakan wuji 1 arah dengan tingkat
kepercayaan 95% dengan hipotesis berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
pada tingkat = 0,05. Hipotesis pengujian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial

Ho: Bl = 0 : Diduga belanja bantuan sosial tidak berpengaruh positif

terhadap pembangunan Ekonomi inklusif.

Ha : B1>0 : Diduga belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap

pembangunan Ekonomi inklusif.
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2. Investasi
Ho: B2 = 0 : Diduga investasi tidak berpengaruh positif terhadap
pembangunan Ekonomi inklusif.
Ha : f2>0 : Diduga investasi berpengaruh positif terhadap pembangunan
Ekonomi inklusif.

3. Belanja Pendidikan
Ho: B3 = 0 : Diduga belanja pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap
pembangunan Ekonomi inklusif.
Ha : B3>0 : Diduga belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap
pembangunan Ekonomi inklusif.

4. Belanja Kesehatan
Ho: B4 = 0 : Diduga belanja kesehatan tidak berpengaruh positif terhadap
pembangunan Ekonomi inklusif
Ha : P4>0 : Diduga belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap
pembangunan Ekonomi inklusif.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H, ditolak atau menerima H, , artinya
variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat.
2) Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H,, diterima atau menolak H,, artinya

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.4.2 Uji F-Statistik

Uji F-Statistik digunakan untuk membuktikan apakah variabel bebas yang digunakan
dalam penelitian secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel terikat.
Nilai F-Statistik yang besar lebih baik dibandingkan nilai F-Statistik yang kecil. Nilai
Probability (F-Statistik) merupakan tingkat signifikansi marginal dari F-Statistik,

dengan hipotesis pengujian sebagai berikut:
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Ho: B1,82,B3,4 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel belanja
bantuan sosial (BS), investasi (INV), belanja pendidikan (DAKP) dan belanja
kesehatan (DAKK) terhadap Pembangunan Ekonomi inklusif (IPEI).

Ho: B1,2,83,p4 # 0, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel belanja bantuan
sosial (BBS), investasi (INV), belanja pendidikan (DAKP) dan belanja
kesehatan (DAKK) terhadap Pembangunan Ekonomi inklusif (IPEI).

1) Jika F Hitung > F-tabel, maka Ho ditolak, dan Ha diterima
2) Jika F Hitung < F-tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak

Pada tingkat a = 0,05 jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh

nyata terhadap variabel terikat. Jika Ho diterima berarti variabel bebas yang diuji

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada a = 0,05.

3.5 Individual Effect

Individual effect Dalam Widarjono (2013), merupakan nilai individu masing-masing

cross-section yang di dapat dari Fixed Effect model rumus individual effect yaitu :

Ci=C+p
Dimana :
Ci = Individual Effect
C = konstanta

B = koefisien dari masing-masing Crossection



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Bedasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, dan berdasarkan hasil analisis

data yang telah dilakukan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera tentang pengaruh

variable Investasi (INV), Belanja Bantuan Sosial (BBS), Belanja Pendidikan (DAKP)

dan Belanja Kesehatan (DAKK) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

yaitu pembangunan inklusif (IPEI). serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan hasil menunjukan bahwa investasi (INV) memiliki pengaruh
positif dan signifikan, apabila investasi mengalami kenaikan sebesar 1 milliar
rupiah maka pembangunan inklusif (IPEI) akan meningkat sebesar 5,23%
pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera, dengan asumsi variable lain dalam
keadaan konstan.

Berdasarkan hasil menunjukan bahwa belanja bantuan sosial berasal dari
DAK (BBS) memiliki pengaruh positif dan signifikan, apabila belanja
bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar 1 milliar rupiah maka
pembangunan inklusif (IPEI) akan meningkat sebesar 0,56% pada 10 Provinsi
di Pulau Sumatera, dengan asumsi variable lain dalam keadaan konstan.
Berdasarkan hasil menunjukan bahwa belanja pendidikan (DAKP) memiliki
pengaruh positif dan signifikan, apabila belanja fungsi pendidikan mengalami

kenaikan sebesar 1 milliar rupiah maka pembangunan inklusif (IPEI) akan
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meningkat sebesar 0,14% pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera, dengan asumsi
variable lain dalam keadaan konstan.
Berdasarkan hasil menunjukan bahwa belanja kesehatan (DAKK) tidak

memiliki pengaruh yang signifikan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

5.2 Saran dan Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai

berikut:

1.

Investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembangunan inklusif
di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu
mendorong peningkatan investasi dengan cara memberikan insentif fiskal
serta mempercepat proses perizinan, terutama untuk sektor-sektor yang
menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, pengembangan infrastruktur dasar
dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjadi strategi penting guna
menarik investor dan menciptakan dampak ekonomi yang luas serta merata.
Belanja bantuan sosial yang berasal dari DAK terbukti mendorong
peningkatan inklusivitas pembangunan. Untuk itu, penyaluran bantuan perlu
diarahkan secara tepat sasaran menggunakan sistem data terpadu yang akurat.
Selain itu, bantuan sebaiknya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga
diarahkan ke program produktif seperti pelatihan kerja, bantuan usaha mikro,
atau padat karya untuk mendorong kemandirian masyarakat miskin secara
berkelanjutan.

Pengeluaran pemerintah dalam fungsi pendidikan berdampak signifikan
terhadap pembangunan inklusif, sehingga kebijakan perlu difokuskan pada
peningkatan kualitas dan akses pendidikan, khususnya pendidikan vokasi
yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Dukungan berupa beasiswa
afirmatif dan penguatan lembaga pendidikan di wilayah tertinggal juga perlu
dioptimalkan untuk memastikan pembangunan SDM yang merata di seluruh

provinsi Sumatera.
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4. Meski secara statistik tidak signifikan, belanja fungsi kesehatan tetap penting
dalam mendukung inklusi jangka panjang. Pemerintah daerah dapat
memfokuskan belanja kesehatan pada pemerataan akses layanan di wilayah
terpencil melalui penyediaan fasilitas dasar dan tenaga medis, serta integrasi
layanan kesehatan dengan program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup

kelompok rentan secara holistik.
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